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Mahar merupakan syarat sah perkawinan. Para ulama‟ 
mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam 
pemberian mahar, akan tetapi mereka berbeda pendapat 
tentang batas minimalnya. Syafi‟i dan Imamiyah berpendapat 
bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar. 
Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli 
boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy. Sementara 
itu Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh 
dirham. Kalau satu akad dilakukan dengan mahar kurang dari 
itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar sepuluh 
dirham. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
mahar jasa dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab 
Syafi‟i dan faktor apa yang menyebabkan perbedaan 
pandangan tentang mahar jasa antara Mazhab Hanafi dan  
Mazhab Syafi‟i. 
Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menjelaskan mahar jasa dalam pandangan 
Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i. Dan untuk mengetahi 
dan menganalisis faktor yang menyebabkan perbedaan 
pandangan tentang mahar jasa antara Mazhab Hanafi dan  
Mazhab Syafi‟i. 
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 
(library research). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-
analitik. dalam penelitian kepustakaan ini, penulis 
mengumpulkan bahan hukum yang menjadi bahan kajian 
untuk penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, lalu penulis menganalisis secara kualitatif 
dengan menggunakan metode deduktif. 
Dari hasil analisis menarik kesimpulan bahwasannya 
Mahar Jasa menurut Mazhab Hanafi tidak diperbolehkan. 
Menurut Mazhab Hanafi mahar dimaknai sebagai sesuatu 
yang harus diberikan secara nyata atau konkrit. Sedangkan 
Mazhab Syafi‟i mahar jasa diperbolehkan. Menurut Mazhab 
 Syafi‟i mahar adalah sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang 
wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan 
anggota badannya. 
Faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang 
mahar jasa antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i yaitu 
pemahaman dan penerimaan hadits yang diterima oleh 
keduanya, Mazhab Hanafi menolak hadits yang diriwayatkan 
oleh Sahl bin Sa‟ad as Saidy terhadap Mahar minimal sebab 
tidak memenuhi syarat, dan minimal Mahar yang harus di 
berikan adalah 10 dirham. Sedangkan Mazhab Syafi‟i 
mempunyai pendapat setiap sesuatu yang halal dan dapat di 



































































































                       
                    
                   
 
“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 
ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 
dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak 
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan secara rinci terlebih dahulu 
kiranya akan dijelaskan beberapa istilah yang terkandung 
dalam judul skripsi ini, hal ini bertujuan untuk 
menghindari kesalahpahaman  dalam memahami dan 
menginterpretasi makna yang terkandung dalam skripsi 
ini. Adapun judul skripsi  ini adalah “Mahar Jasa dalam 
Mazhab Hanafi dan Syafi’I”, berdasarkan judul tersebut 
ada beberapa istilah atau kata penting yang perlu 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Secara etimologi Mahar diartikan maskawin 
sedangkan secara terminologi, Mahar diartikan barang, 
uang, jasa yang berharga dan wajib diberikan oleh 
calon suami kepada istrinya karena adanya akad nikah 
guna menimbulkan rasa cinta kasih seorang istri 
kepada calon suaminya.
2
 Menurut Imam Syafi‟i mahar 
diartikan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang 
laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai 
seluruh anggota badannya.
3
 Sedangkan mahar menurut 
ulama‟ fiqih diartikan sebagai iwadh (ganti) yang 
wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari 
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 Ahsin W al-Hafidz, Kamus Fiqh,( Jakarta: Amzah, 2013), hal. 
55 
3
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2010), hal. 84-85 
4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 
Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group. 2006), hal. 23-24 
 2. Jasa adalah tindakan atau unjuk kerja atau proses yang 
terdiri dari serangkaian aktivitas yang di tawarkan 
kepada salah satu pihak kepada pihak yang lain yang 
secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan 
perpindahan kepemilikan apapun. 
3. Mahar Jasa adalah suatu imbalan dalam nikah yang di 
berikan dari calon mempelai pria kepada calon 
mempelai wanita yang berupa manfaat atau jasa 
seperti mengajarkan membaca al-Qur‟an bernyayi dan 
lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan 
hukum Islam.
5
   
4. Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti 
jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi 
tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. 
Mazhab Hanafi adalah mazhab yang didirikan oleh 
Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu 
Hanifah bin Nu‟man bin Tsabit bin Al-Taimi Al-Kufi, 
salah satu mazhab fiqh dari golongan sunni dan  
terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada 
ide modern, Mazhab ini diamalkan oleh orang Islam 
Sunni Mesir, Turki, anak Benua India, Tiongkok dan 
sebagian Afrika Barat. Sedangkan Mazhab Syafi‟i 
adalah mazhab yang dicetuskan oleh Imam Syafi‟i 
pada awal abad ke 9, mazhab ini kebanyakan diatun 
para penduduk Mesir, Arab Saudi bagian Barat, 
Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, 
Malabar, Handramaut. Sesuatu dikatakan Mazhab bagi 
seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri 
khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, 
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 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: 
Dar Al Fikr, 1986), hal 252 
 yang dinamakan Mazhab adalah metode (manhaj) 
yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan 
penelitian, kemudian orang yang menjalaninya 
menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-




Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat 
disimpulkan  maksud judul skripsi ini adalah membahas 
tentang jasa mahar dalam pandangan imam mazhab 
Hanafi dan Syafi‟i baik dilihat dari persamaan maupun 
perbedaan berkenaan jasa mahar tersebut. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan-alasan mengapa memilih judul proposal 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Pemberian mahar dalam perkawinan yang 
berbentuk jasa terdapat perbedaan pendapat 
antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i 
sehingga menarik untuk di teliti lebih lanjut 
bagaimana pandangan dan dasar pemikiran 
masing-masing. 
b. Adapun yang menjadi alasan Mazhab Hanafi 
dan Mazhab Syafi‟i mengenai mahar jasa untuk 
di uraikan jawabanya terhadap pemahaman dan 
penerimaan hadis tentang mahar jasa. 
2. Alasan Subjektif 
a. Terdapat literatur yang mendukung untuk 
melakukan penelitian ini, baik berupa buku, 
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www.MediaMuslim.info. Sumber rujukan: Al Madkhal Ila 
Dirasatil Madarisi Wal Madzahibil Fiqhiyyah, oleh DR. Umar Sulaiman 
Al Asyqar, rabu 23 januari 2019. 
 kitab-kitab fiqh, artikel, maupun jurnal yang 
meneliti dan membahas mengenai mahar 
menurut pandangan Imam Mazhab. 
b. Pokok bahasan proposal ini relevan dengan 
disiplin ilmu yang di pelajari di Fakultas 
Syari‟ah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, secara 
universal telah mendapatkan penganturan dalam sumber 
utama hukum Islam berupa al-Qur‟an dan Hadis Nabi 
Muhammad SAW. Selain itu perkawinan merupakan suatu 
perbuatan yang agung dan mulia yang harus 
dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sebab 
manusia dibekali oleh Allah, SWT berupa akal dan 
syahwat itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk 
yang paling sempurna dibandingkan makhluk Allah 
lainnya, oleh karena itulah manusia dalam urusan 
perkawinan sudah ditentukan dan ditetapkan syarat dan 
rukunnya dalam  ajaran agama Islam yang bertujuan untuk 
keselamatan manusia itu sendiri.  
Selain itu perkawinan memiliki beberapa tujuan 
utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu  membentuk 
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, kemudian 
dipertegas dan diperluas oleh Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) bawasanya tujuan perkawinan  adanya nilai-nilai 
kemasyarakatan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu 
sakinah, mawadah, dn rahmah. Oleh karena itu tujuan 
perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga 
yang diliputi rasa kasih sayang, antara sesama anggota 
keluarga salah satu keistimewaan Islam ialah 
 memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita serta 
memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki 
sesuatu berbanding terbalik pada zaman jahiliyah seorang 
wanita tidak ada harganya, lebih-lebih ketika ada bayi 
lahir perempuan akan ditiadakan, tetapi sekarang Islam 
sangat memperhatikan dan mengahargai kedudukan 
seorang wanita dengan memberi hak kepadanya 




Mahar merupakan kewajiban seorang calon suami 
memberikan sesuatu kepada calon istri yang telah 
disepakati oleh keduanya. Hal ini dimaksudkn agar mahar 
tersebut tidak memberatkan dari pihak suami maka harus 
ada keridhoan dari kedua belah pihak. Allah SWT 
berfirman dalam al-Qur‟an Surat An Nisa‟ ayat 4 yaitu:8 
                      
              
Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita 
(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan 
penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
maskawin itu dengan senang hati, Maka 
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An 
Nisaa‟ : 4) 
Dari adanya perintah Allah, SWT dan perintah Nabi 
saw untuk memberikan mahar itu, maka ulama‟ sepakat 
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 Abdul Rahman Ghazali,Op Cit, hal. 84 
8
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemah, Jakarta, CV 
Darus Sunnah, hal. 77 
 menetapkan hukum wajibnya memberikan mahar kepada 
istri, meskipun jumblah maupun besaranya tidak 
ditetapkan hal ini dikasudkan agar tidak memberatkan 
salah satu pihak terutama calon suami, dalam  beberapa 
literatur baik klasik maupun moderan para ulama sepakat 
bahwa kedudukan mahar dalam suatu perkawinan 
merupakan bagian dari syarat sah bagi suatu perkawinan, 
dalam arti perkawinan yang tidak memakai mahar adalah 
tidak sah. Bahkan ulama‟ Zhahiriyah mengatakan bahwa 
bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, 
maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
9
 
Menurut pandangan Imam Syafi‟i  bawasannya mahar 
merupakan keharusan atau wajiban seorang laki-laki 
memberikan sesuatu yang bernilai kepada perempuan 
dalam hal untuk dimaksudkan dapat menguasai seluruh 
anggota tubuhnya.
10
 Selain itu ada juga ulama fiqh yang 
lain menyebutkan bahwa mahar diartikan sebagai 
pengganti atau dalam istilah populer dkenal dengan istilah 
iwadh  yang wajib diberikan kepada istri sebagai 
konsekuensi dari adanya peristiwa pernikahan dan 
menyetubuhinya baik secara syubhat maupun tidak.
11
 
Terhadap kapan mulai di berlakunya kewajiban membayar 
mahar ulama‟ sepakat mengatakan bahwa dengan 
berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban 
untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang 
ditentukan waktu akad. Alasannya adalah walaupun putus 
perkawinan atau kematian seorang di antara suami isteri 
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 terjadi sebelum dukhul, namun suami telah wajib 
membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad. 
Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik 
berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun 
belakangan ini ada bentuk lain dari mahar yang berupa 
jasa sehingga ada beberapa pendapat ulama fiqh dalam 
menyikapi mahar berbentuk jasa tersebut. 
Adapun mahar dalam bentuk jasa didasarkan  pada 
firman Allah dalam al-Qur‟an surat Al Qashash ayat 27 
yaitu: 
                 
                   
                  
      
Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah 
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 
kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak 
hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah 
akan mendapatiku termasuk orang- orang yang 
baik. (Al Qashash : 27)
12
  
Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa mahar 
dalam bentuk jasa telah diparktekan pada masa lalu. 
Namun berkenaan dengan jumblah mahar yang diberikan 
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 oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan para 
ulama‟ imam mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah 
maksimal dalam pemberian mahar, akan tetapi mereka 
berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi‟i dan 
Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal 
dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang dapat 
dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar 
sekalipun hanya satu qirsy. Sementara itu Hanafi 
mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh 
dirham. Kalau satu akad dilakukan dengan mahar kurang 
dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar 
sepuluh dirham. Dirham adalah mata uang yang terbuat 
dari perak, berasal dari bahasa Persi. Satu dirham 
berdasarkan keterangan dari kitab Fiqhul Islami sama 
dengan 2,675 gram perak. Sedangkan kitab Fathul Qodir 
menyebutkan bahwa 1 dirham menurut Abu Hanifah sama 
dengan 3,770 g, menurut Syafi‟i sama dengan 2,715 g.15 
harga satu dirham bila dikonversi ke dalam rupiah 
tergantung pada harga perak dunia ditambah biaya 
cetaknya.  
Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan 
merupakan rukun maupun syarat dalam perkawinan dan 
hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata, 
apalagi dalam kenyataan sekarang yang di laksanakan 
masyarakat lebih banyak memberi mahar materi, uang dan 
barang-barang yang dipandang masyarakat mewah 
dikarenakan bagi masyarakat memberikan mahar materi 
pada perkawinan lebih memuliakan seorang wanita, tetapi 
mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh jika 
tidak bertujuan untuk berbangga diri dan sombong. Juga 
tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak 
suami. Sampai ia harus melibatkan orang lain dalam 
 masalah memberikan mahar, jangan sampai hal ini 
membuat suami disibukkan dengan tanggungan yang ia 
pikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan 
berbagai bentuk hutang dan pinjaman. Inilah standar yang 
tepat untuk menjaga maslahat bersama dan 
menghindarkan manusia dari bahaya yang dapat saja 
timbul tidak terduga. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 
pemberian mahar bukan hanya yang sifatnya materi bisa 
juga  mahar bentuknya non materi, adapun kedudukan 
mahar dalam perkawinan sangatlah penting bahkan 
sebagian ulama sepakat bahwa memberikan mahar 
merupakan kewajiban bagi seorang calon suami kepada 
calon istri yang dimaksudkan dapat menguasai seluruh 
anggota tubuhnya, yang menarik dalam pembahasan ini 
ada anggapan bahkan adanya fakta dalam masyarakat di 
mana hampir tidak ada yang memberikan mahar dalam 
bentuk non materi atau jasa sehingga terkesan mahar 
dalam bentuk jasa dalam masyarakat dianggap  tidak sah. 
Oleh karena itu kiranya menarik untuk dibahas lebih lanjut 
dalam bentuk skripsi dengan judul ”Mahar Jasa dalam 
Mazhab Hanafi dan Syafi’i”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam proposal  ini yaitu: 
1. Bagaimana mahar jasa dalam pandangan Mazhab 
Hanafi dan  Mazhab Syafi‟i? 
2. Faktor apa yang menyebabkan perbedaan pandangan 
tentang mahar jasa antara Mazhab Hanafi dan  
Mazhab Syafi‟i?  
 
 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari skripsi  yang akan dicapai 
melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mahar jasa dalam 
pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i. 
2. Untuk mengetahi dan menganalisis faktor yang 
menyebabkan perbedaan pandangan tentang mahar 
jasa antara Mazhab Hanafi dan  Mazhab Syafi‟i. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi 
tambahan dan pengembangan dalam keilmuan di 
bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah, khususnya 
berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam 
dalam pemberian mahar dalam bentuk jasa. 
b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 
sarana dalam mempraktekan ilmu-ilmu 
pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar 
di fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini 
termasuk dari jenis penelitian kepustakaan 
(library Reasearch) yaitu yang berupa bahan-
bahan kepustakaan berupa literatur yang ada 
kaitan dan teori-teori yang ada hubungan dengan 
permasalahan yang akan diteliti.
13
 Adapun teori-
teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
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 berupa teori tentang perkawinan, mahar jasa 
menurut Mazhab Hanafi dan Syafi‟i. 
b. Sifat Penelitian 
Sedangkan dilihat dari sipatnya penelitian ini 
sifatnya termasuk deskriptif analisis, yaitu 
menggambarkan, menilai secara objektif data 
yang dikaji kemudian menganalisis data mahar 
jasa dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i.14 
Deskriptif yang dimaksud yaitu untuk 
mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang 
dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu. 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini merupakan 
sumber bahan data sekunder, hal ini di karenakan data 
yang diperoleh dari bahan bacaan yang bersumber 
dari kepustakaa. Sumber data sekunder terdiri bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. 
a. Data primer 
Bahan hukum primer seperti al-Qur‟an, al-Hadis, 
dan buku fiqh munaqahat dan lain-lain 
merupakan sumber utama yang dijadikan sebagai 
bahan rujukan dalam penelitian untuk 
menganalisa pokok permasalahan serta guna 
menjawab permasalahan yang diteliti. 
b. Data Sekunder 
Bahan data sekunder berupa dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang ada kaitan dengan judul 
skripsi meskipun tidak secara langsung,  selain itu 
dapat berupa hasil-hasil penelitian yang berwujud 
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 laporan, dan sebagainya merupakan bagian dari 
sumber bahan data sekunder. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
peneltian ini melalui dokumentasi dengan cara 
penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu, 
mencari data mengenai objek penelitian dalam 
penelitian.
15
  dalam penelitian ini di dokumentasi 
dengan cara mengambil dokumen dari tempat 
peneltian berupa bahan tertulis yang berisi 
keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan 
penelitian ini. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik  pengolahan data yang digunakan dalam 
proposal  ini yaitu: 
a. Editing 
Tujuan dari tahapan editing untuk mengurangi 
kesalahan atau kekurangan yang terdapat pada 
daftar peryataan yang telah diselesaikan, adapun 
yang dimaksud tahapan editing adalah upaya 
memeriksa daftar peratanyaaan yang telah 




Sistemizing merupakan upaya melakukan 
pengelompokan data yang telah diedit dan 
kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori 
dan urutan masalah secara sistematis (Sistemizing) 
yang bertujuan menempatkan data menurut 
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5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan 
menggunakan metode pendekatan  deduktif yaitu 
menjelaskan dalil-dalil yang bersifat umum atau 
generalisasi sebagai dasar untuk menganalisis data-
data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang 
bersifat khusus. Selain itu penelitian ini  
menggunakan analisis kualitatif yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan  
Sebelum membahas lebih jauh tentang mahar terlebih 
dahulu akan dibahas tentang pengertian perkawinan baik 
secara bahasa maupun secara istilah, menurut bahasa 
perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti 
membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan adalah 
terjemahandari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata 
inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur‟an untuk 
menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata جٔص 
berarti “pasangan”, dan istilah (حبكَ)  yang menurut bahasa 
artinya mengumpulkan, saling digunakan untuk arti 
bersetubuh (wathi) atau berhimpun. Dengan demikian, 
dari segi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua 
insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri, menjadi 
satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata  جٔص dalam 
berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali 
dalam al-Qur‟an. Sementara Kata حبكَ dalam berbagai 
bentuknya ditemukan 23 kali dalam al-Qur‟an.19 Istilah 
lain untuk menunjukan arti nikah sendiri sering 




Sedangkan menurut istilah perkawinan sebagaimana 
dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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 Tentang Perkawinan, bawasannya perkawinan 
didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang 
laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.
21
 Selain itu tujuan perkawinan sebagai cara untuk 
mendapatkan keturunan yang soleh maupun soleha dan 




Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang 
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 





 Allah SWT telah berfirman dalam 
surat An-Nisa ayat 3: 
                 
                   
                  
Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana 
kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
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 Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya (A Nisaa‟: 3).25 
Berdasarkan  firman Allah surat an-Nisa ayat 3 
tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki apabila 
memiliki kemampuan untuk dapat berlaku adil terhadap 
istri-istrinya, maka ia boleh beristri lebih dari satu namun 
jika merasa takut tidak mampu berlaku adil, satu lebih 
baik baginya sebab pada dasarnya Islam berasaskan 
monogami. 
Perkawinan akan berperan setelah masing-masing 
pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah menjadikan 
manusia berbeda dengan makhluk Allah lainnya, yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan 
dengan berlainan jenis secara bebas atau tidak ada aturan. 
Sedangkan manusia Allah tetapkan aturan-aturan untuk 
menjaga kehormatan dan martabat manusia itu sendiri. 
Pernikahan berasal dari kata “nikah” atau “kawin” 
mengandung dua pengertian yaitu (Syiaq al-kalam) 
merupakan konotasinnya bergantung pada arah kata itu 
dimaksudkan. Selain itu dilihat dari ucapan contoh 
nakaha fulanun fulanah (si Fulan telah mengawini 
Fulanah), dimaksudkan melakukan akad nikah. namun, 
bila kalimatnya berbunyi nakaha fulanun zaujatuhu (si 
Fulan telah mengawini si Fulanah), artinya melakukan 
hubungan seksual. Inilah yang kemudian di dalam 
masyarakat kita membedakan atau memisahkan istilah 
kata “nikah” dengan “kawin”. nikah dimaksudkan untuk 
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 perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi 
binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin sama-
sama ditujukkan kepada orang, tetapi dengan pengertian 
yang berbeda). Di dalam al-Qur‟an yang disyari‟atkan 
oleh Allah jelas penggunaan kata nikah ditujukan pada 
suatu akad perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan 
perempuan yang bertujuan membentuk rumah tangga 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmat Hakim.
26
 
Sedangkan menurut ulama fiqh baik Abu Hanifah, 
imam Maliki maupun imam Syafi‟i berpendapat bahwa 
pernikahan adalah Aqad yang dikukuhkan untuk 
memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang 
dilakukan dengan sengaja.
27
 begitu juga menurut 
pendapat imam Hambali bahwa perkawinan adalah aqad 




Berdasarkan penjelasan dan definisi yang 
diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
menjadi inti pokok pernikahan adalah Aqad atau sering 
disebut perjanjian  yaitu serah terima antara orang tua 
calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, 
penyerahan dan penerimaan tanggung jawab yang terjadi 
pada saat Aqad dilakukan Pada saat itu juga penghalalan 
bercampur keduannya sebagai suami-istri. 
Perkawinan merupakan merupakan cara yang dipilih 
Allah sebagai jalan manusia untuk mendapatkan 
keturunanDemi menjaga kehormatan dan martabat 
kemuliaan manusia Allah mengadakan hukum sesuai 
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 dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki 
dan perempuan diatur secara terhormat atas dasar ridho 
dari keduanya. Dan dengan dihadiri para saksi yang 




2. Dasar Hukum Perkawinan 
Hukum perkawinan atau pernikahan berarti 
penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri 
untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban 
suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, 
kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan 
yang baik.
30
 Selain  itu hukum perkawinan mengatur 
hubungan antara manusia yang menyangkut penyaluran 
kebutuhan biologis antar sejenis, dan hak serta kewajiban 
yang berhubungan dengan akibat perkawinan. 
Adapun dasar hukum perkawinan sebagaimana 
berfirman  Allah dalam al-Qur‟an surat al-Rum ayat 21: 
                 
                    
      )  :مرلا12(  
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
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 kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir”(Al-Rum : 21).31 
 
Allah SWT juga berfirman dalam surat Yasin ayat 36:  
                
            ) :نسي63  ) 
Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan 
pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang 
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 




Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa 
Allah menciptakan manusai berpasang-pasangan yang 
berasal dari satu golongan atau jenismu sendiri supaya 
mereka saling cendrung atau saling mencintai 
sehingga melahirkan keturunan guna keberlangsungan 
generasi kegenerasi berikutnya, sebagaimana yang 
dijelaskan dalam al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 1: 
               
                  
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                       
          ) :ءبسُنا1) 
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada 
Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang 
diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; 
dan dari pada keduanya Allah memperkembang 




Dasar hukum perkawinan selain dijelaskan dalam 
al-Qur‟an ketentuan perkawinan dijelaskan dalam 
hadis nabi Muhammad SAW., sebagai berikut: 
 ِذْجَع ٍْ َع ِالله َٗهَص ِالله ُل ْٕ ُسَسَبَُن َلَبل :َلَبل ٍد ْٕ ُعْسَي ٍِ ْث ِالله
 َح َءَبجْنا ُىُكُِْي َعَبَطتْسا ٍِ َي , ِةَبج َّشنا  شَشْعَي َبٚ  :ْىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع
 َْىن ٍْ َي َٔ  ,ِجَْشْفِهن ٍُ َصَْدا َٔ  ,ِشََصجِْهن ُّضََغا ُ َََِّّبف ,ْج َّٔ ََضَتَْٛهف
 ِث ِّ ْٛ َهََعف ْعَِطتَْسٚ)ٖسبخجنا :ِأس( .ٌءبَجِٔ  َُّن ُ َََِّّبف ,ِو ْٕ َصنب
34
 
Artinya: “Dari Abdullah bin Mas‟ud. Ia berkata: 
Rasulullah Saw bersabda: Hai golongan orang-orang 
muda! Barang siapa dari kamu mampu berkawin, 
hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih 
menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara 
kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka 
hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya 
berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat 
”.35 (H.R. Bukhari) 
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 Rasulullah Saw bersabda: 
 ُالله َٗ ِضَس ِِكنبَي ٍِ ْث َِس َأ ٍْ َعٔ ِالله َٗهَص َٗ ِجَُّنا ٌَّ َأ ُُّْ َع
 ٍِّ ِكن :َلَبل َٔ  ,ّْٛ َهَع ََُْٗثأ َٔ  َاللهَذ ًِ َد َْىهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع
 ّهَُصأَب َأ ِٗ ٍْ ًَ َف ,َءبَسُِّنا ُج َّٔ َضَتأ َٔ  ,ُشِطْفأ َٔ  ,ُوَُٕصأ َٔ  ,ُوَب َأ ّٔ ,
( . ُِِّٗي َسْٛ ََهف ِٙتَُُّس ٍْ َع َتِغَسٖسبخجنا :ِأس)
36
 
Artinya: “Dari Anas bin Malik. Bahwasannya Nabi Saw, 
telah memuji Allah dan menyanjung-Nya dan 
bersabda…tetapi aku shalat dan aku tidur dan aku puasa 
dan aku berbuka dan aku berkawin perempuan-
perempuan, maka barang siapa tidak suka caraku, 
bukanlah ia dari golonganku”.37 (H.R. Bukhari) 
Secara personal hukum nikah berbeda, disebabkan 
perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter 
kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya, 




Hukum kewajiban perkawinan dapat berubah-ubah 
didasarkan pada keadaan yang muncul pada seorang 
mukalaf, hal ini didasarkan pada kesepakatan zumhur 
ulama, adapun secara rinci hukum perkawinan yang 
didasarkan pada keadaan seorang mukalaf sebagai berikut  
a. Nikah hukumnya menjadi wajib apabila seorang 
mukalaf yang telah mampu baik secara materi atau 
jasmani maupun secara moral atau rohani, serta 
hawatir terjebak pada perbuatan zina. 
b. Nikah menjadi Haram hukumnya, apabila seorang 
mukalaf dengan sadar bahwa ia secara materi maupun 
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 moral tidak mampu melaksanakan hidup berumah 
tangga namun memaksakan diri atau tujuan dari 
menikahi seorang wanita karena ada motif balas 
dendam. 
c. Menikah hukumnya menjadi Sunnah apabila seorang 
mukallaf memiliki kemampuan baik secara materi 
maupun moral serta mampu atau sanggup 
mengendalikan dirinya dari perbuatan zina. 
d. Hukum nikah menjadi Mubah/boleh apabila seorang 
mukallaf memiliki kemampuan secara material 
maupun moral dan jika menikah tidak ada dampak 
negatif yang timbul begitu juga jika tidak menikah 
pun dia tidak terjerumus ke maksiatan.
39
 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat 
dipahami bahwa hukum menikah dalam Islam bisa 
menjadi wajib, sunnah, haram maupun mubah tergantung 
pada yang melatar belakangi terjadinya pernikahan. 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Berbicara masalah perkawinan pasti ada syarat dan 
rukun yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan 
menikah menikah, namun sebelum membahas lebih jauh 
terlebih dahulu dijelaskan makna rukun dan syarat,  
“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan 
sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu 
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti 
membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk 
shalat” sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah 
ketetapan atau keharusan yang harus dilakukan seseorang 
sebelum melakukan sesuatu misalkan seseorang yang 
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 akan menikah, maka syarat yang harus dipenuhi seperti 




Salah satu syarat sahnya nikah harus ada wali 
sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur‟an surat an-
Nissa ayat 19: 
                    
               
                  
                     
    
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan 
keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara 
patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 
sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 
yang banyak” (An Nisaa: 19).41 
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 a. Wali dari pihak perempuan 
b. Mahar (maskawin) 
c. Calon pengantin laki-laki 
d. Calon pengantin perempuan 
e. Sighat akad nikah 
Iman Syafi‟i berkata bahwa dalam rukun nikah itu ada 
lima macam, yaitu:  
a. Calon pengantin laki-laki 
b. Calon pengantin perempuan  
c. Wali 
d. Dua orang saksi 
e. Sighat akad nikah43 
Adapun rukun nikah menurut sebagian golongan 
ulama Hanafiyah cuku adanya ijab dan qabul , akad yang 
dilakukan oleh wali dari seorang wanita kepada calon 
penganti peria, jawaban dari calon pengantin pria disebut 
qabol). Sedangkan golongan yang lainya menyebutkan 
bahwa rukun pernikahan sebagai berikut; 
a. adanya ijab qabul 
b. adanya calon pengantin baik laki-laki maupun 
perempuan 
c.  adanya wali dari calon pengantin wanita.
44
 
Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam syarat dan 
rukun nikah di jelaskan pada pasal 14:
45
 
a. calon suami 
b. calon istri 
c. Wali Nikah 
d. Dua orang saksi, dan 
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 e. Ijab dan Kabul  
f. mahar 
Salah satu rukun perkawinan harus ada wali karena 
nikah tanpa wali, maka nikahnya dianggap tidak sah, 
adapun yang berhak menjadi wali berdasarkan al-Qur‟an 




b. Kakek  dari bapak 
c. Saudara laki-laki yang memiliki hubungan darah 
sebapak maupun seibu  
d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak 
dengannya. 
e. Anak laki-laki dari saudara laki-lakiyang sebapak saja 
dengannya. 
f. Saudara sebapak yang laki-laki (paman dari pihak 
paman) 
g. Anak laki-laki pamannyadari pihak bapaknya 
h. Hakim. 
Selain itu bagi calon mempeli laki-laki dan 
perempuan harus memenuhi syarat dalam melangsungkan 
sebuah perkawinan, hal ini didasarkan ijtihad para ulama 
yaitu sebagai berikut: 
a. bagi calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat 
sebagi berikut: 
1). Beragama Islam 
2). Jelas bahwa calon suami betul laki-laki di dasarkan 
pada identitas diri 
3). Tidak termasuk saudara sedarah 
4). Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin 
dengan calon istri. 
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 5). Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri 
serta tahu betul calon istrinya halal baginya 
6). Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan 
perkawinan ituTidak mempunyai istri yang haram 
dimadu. 
7). Tidak sedang mempuyai istri empat.
47
 
b. adapun syarat calon mempelai wanita
48
 
1). Islam atau ahlul kitab 
2). Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci) 
3). Wanita itu tentu orangnya. 
4). Halal bagi calon suami. 
5). Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak 
masih dalam „iddah. 
6). Tidak dipaksa/ikhtiyar. 
7). Tidak dalam keadaaan ihram haji atau umrah. 
4. Tujuan Perkawinan 
Berbicara masalah tujuan perkawinan dalam Islam 
sangatlah jelas selain membentuk keluarga yang sakinah, 
mawadah wa rahmah bahwa tujuan perkawinan dalam 
rangka membentuk keluaga yang harmonis, bahagia dan 
sejahtera baik lahir maupun batin.
49
 
Sedangkan dalam buku yang berjudul hukum 
perkawinan dan perceraian yang di tulis oleh Khoirul 
Abror.
50
tujuan perkawinan telah di atur dalam al-Qur‟an 
sebagai berikut: 
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 a. tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, 
mawadah, wahrohma sebagaimana dijelaskan dalam al-
Qur‟an surat ar-Rum ayat 21; 
                
                   
          
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”51 
b. berlangsungnya generasi/ berkembang baik atau 
mendapatkan keturunan, berdasarkan firman Allah 
Qur‟an Surat an-Nisa ayat 1 
               
                   
                   
            
”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-
mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, 
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 dan dari padannya Allah menciptakan isterinya; dan 
dari keduannya Allah memperkembang biakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah 
kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (An 
Nisaa‟: 1).52 
c. sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis, firman 
Allah al-Qur‟an surat ayat 187 
                   
                 
             
                
                   
                   
              
                 
        
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  “dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 
bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah 
pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 
mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak 
dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni 
dan member maaf kepadamu.maka sekarang 
campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah 
hingga terang bagimu benag putih dari benang hitam, 
yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 
sampai (dating) malam, tetapi janganlah kamu 
campuri mereka itu, sedang kamu beri‟tikaf dalam 
masjid.Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 
mendekatinya.Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat –Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa 
“ (Al Baqarah: 187).53 
 
d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan
54
, ada dalam Q.S. 
an-Nur (24): 33. 
               
                   
                
                    
                     
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                  
  
 “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin 
hendaklah menjaga kesucian (diri)Nya, sehingga 
Allah memampukan mereka dengan Karunia-Nya. 
Dan budak-budak yang kamu miliki yang 
menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka, dan berikanlah sebagian pada 
mereka dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu.Dan janganlah kamu paksa budak-budak 
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang 
mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu 
hendak mencari keuntungan duniawi.Dan barang 
siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa 
itu “ (An Nur: 33).55 
e. sarana ibadah, hal ini dijelaskan dalam al-Qur‟an surat 
al-Mu‟minun: 115 dan adz-Driyaat:56 yaitu 
                      
Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya 
kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan 
bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 
               
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 
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 f. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada surat Ali 
Imran ayat 14:
56  
             
                
                   
             
 
 “dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia 
cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa 
perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 
bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda 
pilihan, hewan ternak dan sawah lading. Itulah 
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 
tempat kembali yang baik“(Ali Imron:14).57 
 
Uraian Imam Al-Ghazali dalam Ilmunya tentang 
faedah melangsungkan perkawinan. Maka tujuan 
perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan 
syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. 
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari 
kejahatan dan kerusakan. 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung 
jawab menerima hak serta kewajiban, juga 
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 bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 
kekayaan yang halal. 
Membangun rumah tangga untuk membentuk 





B. Mahar Dalam Pernikahan 
1. Pengertian Mahar 
Sebelum dikemukakan pandangan fuqaha perihal 
mahar, terlebih dahulu diuraikan pengertian dan istilah-
istilah yang digunakan al-Qur‟an sekita mahar. Pertama, 
mahar disebut dengan istilah kewajiban yang harus 
dibayar suami untuk menjadi hal istri ( ٍٓن إض شفت ٔا
خضٚشف) atau (خضٚشف ٍٓن ىتضشف ذلٔ) atau sebagai kewajiban 
(خضٚشف) sebagaimana firman Allah SWT., dalam al-
Qur‟an surat al-Baqarah:236 yaitu; 
                
                  
                  
   
Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas 
kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum 
kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 
menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan 
suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 
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 menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
59
 
Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan, bahwa 
kalau istri diceraikan sebelum dicampuri atau jumblah 
mahar belum ditentukan, mahar boleh tidak dibayar, 
tetapi harus membayar unag kompensasi (mut‟ah) sesuai 
dengan kemampuan suami. Sementara dalam al-Qur‟an 
surat al-Baqarah: 237 berbunyi; 
            
               
               
               
      
Artinya: Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum 
kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya 
kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah 
seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, 
kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau 
dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan 
pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan 
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang 
kamu kerjakan. 
Ayat ini menetapkan boleh menceraikan istri 
sebelum mencampuri tetapi harus membayar setengah 
mahar yang telah ditetapkan. Dengan demikian bila 
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 mahar sudah ditetapkan kemudian cerai, maka suami 
wajib membayar setengah dari sejumblah mahar yang 
ditetapkan itu kecuali istri memaafkan. Sedangkan dalam 
al-Qur‟an surat an-Nissa: 24 dapat dipahami bahwa 
mahar merupakan pemberian yang telah diwajibkan atau 
ditetapkan, maka suami wajib membayar kalau suami 
sudah bercampur dengan istrinya. 
Adapun istilah kedua, mahar menunjukkan shodaqah 
seperti disebut dalam al-Qur‟an surat an-Nissa: 4, yang 
dalam arti ini disamping menyebut nama lain dari mahar, 
juga menyebut status mahar, yaitu nihlah. 
Istilah yang ketiga, menunjukkan mahar adalah 
upah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur‟an surat an-
Nisa:24-25 dan al-Maidah:5. 
Ditinjau dari segi etimologi kata as-shadaq yang 
memiliki artimahar/maskawin bagi istri.
60
 Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwaShadaq adalah 
pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita 
(calonisteri) pada waktu akad nikah. Secara umum, kata 
lain yang biasadigunakan untuk mahar dalam al-Quran 
adalah kata ajr yang berartipenghargaan atau hadiah 
yang di berikan kepada pengantin wanita.
61
 
Mahar menurut Imam Hanafi adalah memberikan 
sejumblah harta yang menjadi hak istri, karena adanya 
ikatan perkawinan atau karna adanya hubungan seksual 
yang berlainan jenis yang didasarkan syari‟at Islam 
Madzhab Hanafi mendefinisikan, bahwa mahar sebagai 
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 sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad 
perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan 
sesungguhnya. Sedangkan menurut imam  Maliki mahar 
adalah sebab akibat kehalalanya hubungan antara suami 
istri. Pendapat imam Hambali mahar adalah sebagai 
imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas 
dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan 




Tradisi Arab menjelaskan bahwa meskipun mahar 
merupakan sesuatu yang wajib atau yang harus dipenuhi 
oleh seorang laki-laki kepada calon mempelai wanita 
namun menyerahkan tidak harus saat berlangsungnya 
akad perkawinan dalam arti bisa diberikan setelah 
berlangsungnya akad. Hal ini sebagaimana di jelaskan 
dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh imam mazhab, 
yang perlu kita pahami bahwa jikalau pemberian secara 
sukarela diluar akan bukan disebut mahar melainkan 
hanya hadiah artinya pemberian dapat dikatakan mahar 
apabila diberikan pada saat berlangsungnya pernikahan 
meskipun mahar tersebut terhutang.
63
 
Syafi‟iyyah mengartikan mahar sebagai kewajiban 
suami sebagai syarat untuk memperoleh manfa‟at dari 
istri (istimta‟). Keuntungan ini berlaku pada semua akad 
nikah, baik yang salih ataupun yang fasid.
64
 Bahkan 
lebih ekstrim lagi, imam Syafi‟i menyebutkan apa saja 
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 yang membolehkan, baik dengan harga, jual-beli ataupun 
sewa menyewa.
65
 Maka kebolehan tersebut juga berlaku 
bagi wanita melalui urusan mahar ini. Pendapat tersebut 
juga digunakan malikiyah, mahar adalah rukun dari akad 
nikah yang tidak adanya memngakibatkan pernikahan 
tidak sah. Tapi tetap sah pernikahannya walaupun tidak 
disebutkan mahar dalam akad nikah.
66
 
Secara istilah mahar diartikan sebagai‚ harta yang 
menjadi hak milik istri dari suaminya dengan adanya 
akad atau dukhul. Golongan hanabilah mendefinisikan 
mahar sebagai‚ suatu imbalan dalam nikah baik yang 
disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan 
sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau 
hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai 
nikah seperti wat‟i yang dipaksakan.67 
Konsep tentang mahar/mas kawin dalam 
perkawinan adalah bagian yang essensial dalam 
pernikahan. Tanpa mas kawin/mahar tidak 
dinyatakantelah melaksanakan pernikahan dengan benar. 




2. Dasar Hukum Mahar 
Dasar hukum mahar dalam Islam sebagaimana 
dijelaskan dalam al-Qur‟an maupun al-Hadis merupakan 
                                                             
65
 Mahmud Matrahi, Mukhtasar Al-Muzni „Ala Al-Umm, IX, 
(Beirut : Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyah,1994), h. 92 
66
 Abdurrahman, Op.Cit., h. 12 
67
 Amiur nuruddin &Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata 
Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 64 
68
 Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan, (Jakarta: Teraju, 2004),  hal. 
101 
 kewajiban atau keharusan yang diberikan oleh seorang 
suami kepada istri .
69
 
 Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan 
diimplementasikan dengancara pemberian mahar. Karena 
mahar bukan lambang jual-beli, tetapilambang 
penghormatan laki-laki terhadap perempuan sekaligus 
sebagailambang kewajiban tanggung jawab suami 
memberi nafkah terhadap istri,selain lambang cinta dan 
kasih sayang terhadap istri, sebagaimanadikemukakan 
ulama‟ Syafi‟iyah.70Dasar wajibnya menyerahkan mahar 
itu ditetapkan dalam al-Qur‟an.Sebagai landasan ayat-
ayat al-Qur‟an yang berkaitan tentang mahar yaituSurat 
an-Nisa‟a ayat 4, 19, 21, dan surat al-Baqarah ayat 237. 
Berbedadengan mahar, kata-kata yang disebut pertama 
(al-sadduq, nihlah, faridah,ajr) secara eksplisit diungkap 




                     
             
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 
yang sedap lagi baik akibatnya.(An Nisaa‟: 4) 
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  Ayat ini berpesan kepada semua orang, 
khususnya para suami danwali yang sering mahar yang 
dalam perwaliannya, untuk tidak mengambilhak dari 
calon istri tersebut kecuali ada ijin dari calon istri 
untukmenggunakannya atau calon istri tersebut 
menyerahkan mahar itu dengansukarela.Maskawin 
dinamai oleh ayat ini shauduqat, bentuk jamak 
bentukjamak dari shaduqah, yang diambil dari akar yang 
berarti kebenaran. Inikarena mas kawin itu diawali denga 
janji, maka kebenaran itu merupakanbukti kebenaran dan 
janji. Dapat dikatakan maskawin bukan hanyadiartikan 
sebagai lambang yang membuktikan kebenaran dan 
ketulusan hatisuami untuk menikah dan menanggung 
kebutuhan hidup istrinya, tetaplebih dari itu, ia adalah 
lambang janji untuk tidak membuka rahasia 
rumahtangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak 
dibuka oleh seorang wanitakecuali suaminya.
72
 Sebutan 
maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat 
denganlanjutan ayat yakni nihlat, kata ini berarti‚ 
pemberian yang tulus tanpaberharap imbalan apapun‛. Ia 
juga daat berarti agama, pandangan hidup.Sehingga 
dapat diartikan sebagai pemberian itu merupakan 
bentukketulusan hati sang suami yang diberikan tanpa 
berharap imbalan, bahkandiberikannya merupakan 
karena dorongan agama atau pandangan 
hidupnya.Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin 
itu harus benar-benarmuncul dari lubuk hatinya. Karena 
ayat di atas, setelah menyatakan thibnayang maknanya 
mereka dengan senang hati, ditambah dengan kata 
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 nafsanatau jiwa, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu 
muncul dari lubukjiwanya yang dalam, tanpa tekanan, 
penipuan dan paksaan dari siapapun.
73
 
 Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban 
suami membayar maskawinuntuk istri dan bahwa mahar 
tersebut adalah hak istri secara penuh.Dalam ayat ini 
Allah mengharamkan orang beriman untuk 
memakan,memanfaatkan, menggunakan (dengan segala 
bentuk transaksi lainnya)harta orang lain dengan jalan 
yang bathil, yaitu dengan jalan yang tidakdibenarkan 
dalam syari‟at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap 




 Berangkat dari ayat ini para ulama 
menetapkan bahwa mahar ituhukumnya wajib 
berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak. Mahar oleh 
paraulama ditempatkan sebagai syarat sahnya 
nikah.Rasulullah pun pernah mengatakan kepada 
seseorang yang ingin menikah pada masa itu: ‚berilah 
maharnya, sekalipun berbentuk cincindari besi‛.75Ulama 
fiqih menyatakan, bahwa walaupun mahar wajib 
diberikankepada istri, tetapi mahar itu tidak termasuk 
rukun nikah atau syarat akibatdari suatu akad nikah. 
Kendatipun suatu perkawinan tanpa mahar ulamafiqih 
tetap menyatakan, bahwa perkawinan tetap sah.
76
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 landasannya adalah firman Allah, SWT dalam al-Qur‟an 
surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:
77
 
                
                  
                 
  
 “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, 
jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 
menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan 
suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 
menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian 
menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” 
 
 Dalam ayat lainnya dalam‟ al-Quran surat An 
Nisaa‟ ayat 19 dijelaskan:78 
 
                    
               
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                   
                     
    
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan 
keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara 
patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, 
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.” 
 
Jumhur ulama berpendapat, bawa mahar tetap 
wajib diberikan kepadaistrinya, yang jumlah dan 
bentuknya diserahkan kepada kemufakatanbersama 
antara calon mempelai wanita dan pria.
79
 
Islam sangat memperhatikan dan menghargai 
kedudukan wanitadengan memberi hak kepadanya 
diantaranya adalah hak untuk menerimamahar (mas 
kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada 
calonistri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun 
walaupun sangat dekatdengannya. Orang lain tidak boleh 
menjamah apalagi menggunakannya,meskipun oleh 
suaminya sendiri kecuali dengan ridlo dan kerelaan san 
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 istri.Para ulama‟ sepakat bahwa mahar wajib diberikan 
oleh suami kepadaistrinya, baik kontan ataupun dengan 
cara tempo. Pembayaran mahar harussesuai dengan 
perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan 
tidakdibenarkan menguranginya. Jika suami 
menambahnya, hal itu lebih baikdan sebagai shadaqah, 
yang dicatat yang dicatat sebagai mahar secaramutlak 
yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah. 
80
 
Imam Syafi‟i, Imam Abu Daud dan Imam Malik 
mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi 
khalwat. Apabila telahterjadi khalwat antara suami-istri, 
dan dapat dijadikan dan dapat dijadikandasar bahwa 
terjadi dukhul (persetubuhan) antara keduanya, pihak 
suamiwajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana 
kesepakatan yang telahditetapkan dalam akad nikah. 
Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat buktiyang dapat 
menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanyatelah 
berkhalwat, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini 
kalau suamimenceraikan istrinya, ia tidak wajib 
membayar mahar sepenuhnya karenabelum terjadi 
dukhul dan suami wajib membayar separuhnya saja.
81
 
Dari dasar hukum mahar tesebut yang telah 
dipaparkan di atas,jelaslah bahwa memberikan mahar 
adalah wajib, artinya laki-laki yangmengawini 
perempuan wajib menyerahkan maharnya kepada calon 
istrinyadan berdosa suami yang tidak menyerahkan 
kepada istrinya. Dari adanyaperintah Allah dan perintah 
Nabi untuk memberikan mahar itu, maka paraulam 
sepakat untuk menetapkan hukum wajibnya memberi 
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 mahar terhadapistri. Tidak ditemukan dalam literatur 
ulama yang menetapkan sebagairukun, mereka sepakat 
menetapkannya sebagai syarat sah bagi suatuperkawinan. 
Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak 
sah, bahka ulama Zahiriyyah mengatakan bahwa bila 




3. Syarat Mahar 
Mahar yang diberikan kepada calon istri, harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Harta / benda yang berharga 
Tidak sah mahar yang dengan yang tidak memiliki 
hargaapalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan 
banyak atausedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar 
sedikit tetapimemiliki nilai, maka tetap sah. 
Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah 
Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:
83
 
“Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma 
sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang 
wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya.” 
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah 
R.A, ia menyampaikan bahwa : Seseorang datang kepada 
Nabi SAW lalu mengatakan, „Aku menikah dengan 
seorang wanita dari Anshar.‟ Nabi SAW bertanya 
kepadanya: „Apakah engkau telah melihatnya; sebab ada 
sesuatu di mata orang Anshar?‟ Ia menjawab, „Aku telah 
melihatnya.‟Beliau bertanya: „Dengan mahar berapa 
engkau menikahinya?‟ Ia menjawab: „Sebanyak 4 
(empat) auqiyah.‟ Mendengar hal itu, beliau bersabda 
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 (keheranan): „Sebanyak 4 (empat) auqiyah Seolah-olah 
menggali perak dari besarnya gunung ini. Kami tidak 
mempunyai sesuatu yang dapat kami berikan kepada 
kalian. Tetapi semoga saja kami akan mengutusmu 
dalam suatu delegasi di mana engkau akan mendapat-kan 
darinya.‟ Lalu beliau mengutus suatu delegasi kepada 
Bani „Abs, dan beliau mengutus orang ini di antara 
mereka. 
Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, Artinya 
larangan memperbanyak mahar ini bertalian dengan 
keadaan suami.‛ Islam mensyari‟atkan untuk 
meringankan mahar adalahdengan tujuan untuk tidak 
memberatkan calon suami, yang sesuaidengan keadaan 
calon suami dan tidak memberatkan. 
Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau 
jugamenggunakan barang berharga lainnya. Namun 
bukan berartibentuk maskawin itu harus selalu berupa 
barang. Akan tetapimaskawin juga dapat menggunakan 




“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 
kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan 
kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 
orang yang baik." 
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 Nabi SAW bersabda, “Pergilah, sungguh aku telah 
menikahkankamu dengannya, maka ajarilah dia dengan 
al-Qur‟an‛.” 
Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa 
mahar ituhanya berupa uang dan barang saja. Akan tetapi 
juga dapat menggunakan jasa yang berupa hafalan 
seperti contoh dalamhadits tersebut. 
Jumlah mahar tidaklah ditentukan dalam Syariat 
Islam.Akan tetapi, dalam praktiknya di masyarakat 
banyak sekali yangmenggunakan mahar berlebihan dan 
terlalu mewah. Sedangkantujuan mereka memberikan 
mahar yang berlebihan tersebuthanyalah untuk pamer 
semata. Padahal Nabi menjelaskan bahwamahar tidaklah 
harus mewah sebagaimana di jelaskan dalam haditsnya 
yaitu:
85. 
“Sesungguhnya berkahpernikahan yang paling agung 
adalah yang paling mudah maharnya.” 
 Hadits diatas menjelasakan bahwa mahar yang 
ajarkandalam Islam tidak harus mewah. Akan tetapi 
disesuaikan kemampaun calon suami. Para imam madzab, 
baik itu Syafi‟i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa 
tidak ada batas minimal dalam mahar, sementara itu imam 
Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah 
sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas 
minimal mahar adalah tiga dirham, apabila akad dilakukan 
dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi 
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 1. Barang Yang Suci 
Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, 
karenasemua itu haram dan tidak berharga. hendaknya 
yang dijadikanMahar itu barang yang halal dan dinilai 
berharga dalam syariatIslam. Jadi, kalau Mahar 
musamma itu berupa khamr, babi ataubangkai dan 
benda-benda lain yang tidak dapat dimiliki secara 
sah,maka Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi 
percampuran,akadnya fasid. Tetapi bila telah terjadi 
percampuran, maka akaddinyatakan sah dan si istri 
berhak atas Mahar mitsil. 
Sementara itu, Hanafi, Syafi‟i,Hambali dan 
mayoritasulama Madzhab Imamiyah berpendapat bahwa, 
akad tetap sah, dansi istri berhak atas Mahar mitsil. 
Sebagian ulama MadzhabImamiyah memberibatasan 
bagi hak istri atas Mahar mitsil dengan adanya 
percampuran,sedangkan sebagian yang lain, dengan 
empat Madzhab, memutlakkannya (tidakmemberi 
batasan). 
2. Milik Sendiri Bukan Milik Orang Lain 
Mahar yang diberikan harus milik sendiri dan 
statusnyabukan milik orang lain, apabila mahar yang 
diberikan bukankepemilikan sendiri, maka menurut 
jumhur ulama‟ akadnyamenjadi fasid. 
 
C. Bentuk, Jenis dan Nilai Mahar 
Pada umumnya mahar dalam bentuk materi, baik 
berupa uang atau barang lainnya. Namun syariat Islam 
memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan 
sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang olehjumhur 
ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini landasannya dalam al-
Qur‟andan demikian juga dalam hadist Nabi. 
 Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan 
klasifikasi mahar.
87
Dari segi kualifikasi mahar dapat dibagi 
menjadi dua, mahar yang berasaldari benda-benda kongkrit 
seperti mahar dinar, dirham atau emas dalambentuk manfaat 
atau jasa, seperti mengajarkan al-Qur‟an, bernyanyi 
dansebagainya.
88
Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan 
meskipun tidakdijelaskan bentuk harganya pada waktu akad. 
Dari segi dijelaskan atautidaknya mahar itu pada waktu akad, 




Pertama, Mahar musamma merupakan mahar yang 
telah jelas danditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam 
shighat akad. Inilah mahar yangumum berlaku dalam 
perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untukmemenuhi 
selama hidupnya atau selama berlangsungnya 
perkawinan.Suami wajib membayar mahar tersebut yang 
wujud dan nilainya sesuaidengan apa yang disebutkan dalam 
akad pernikahan itu. Jenis mahar inidibedakan lagi menjadi 
dua yaitu: 
1. Mahar Musamma Mu‟ajjal: yakni mahar yang segera 
diberikanoleh calon suami kepada calon isterinya. 
Menyegerakanpembayaran mahar termasuk perkara yang 
sunnat dalam Islam.  
2. Mahar Musamma Ghair Mu‟ajjal, yakni mahar yang 
telahditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi 
ditangguhkanpembayarannya. 
 Kedua, mahar mitsil adalah mahar yang jumlah dan 
bentuknyamenurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima 
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 keluarga pihak isterikarena tidak ditentukan sebelumnya 
dalam akad nikah. Mahar mitsilyaitu mahar yang tidak 
disebut besar kadarnya pada saat sebelumataupun ketika 
terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan 
mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak 
jauhdari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, 
kecantikandan sebagainya. 
Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar 
kadarnya padasaat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), 
maka menurut ulamaHanafiyah mahar itu mengikuti 
maharnya saudara perempuan pengantinwanita (bibi, anak 
perempuan bibi). Apabila tidak ada, makamitsil itu beralih 
dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.
90
 
 Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:
91
 
a) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali 
maharnya atau jumlahnya. 
b) Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar 
tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau 
mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman 
keras. 
c) Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian 
suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar 
tersebut dan tidak dapat diselesaikan. 
D. Sifat-sifat Mahar 
Mahar boleh berupa uang, perabotan rumah tangga, 
binatang, jasa,harta perdagangan, atau benda-benda lainnya 
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 yang mempunyai harga.
92
Adapun syarat-syarat yang boleh 
dijadikan mahar adalah sebagai berikut: 
a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya 
b) Barang tersebut milik sendiri secara kepemilikan penuh 
dengan artimemiliki dzatnya termasuk manfaatnya, jika 
hanya salah satu saja, maka mahar tersebut tidak sah. 
c) Barang tersebut memenuhi syarat untuk diperjualbelikan, 
dalamarti yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam 
tidak bolehdijadikan mahar, seperti babi, minuman keras, 
bangkai. 
Dapat diserahkan pada waktu akad tau waktu yang 
dijanjikan,dalam arti barang yang tidak dapat diserahkan 
pada waktunya tidakdapat dijadikan mahar, seperti burung 
yang terbang di udara. Mengenai sifat-sifat mahar, ulama 
fuqoha berpendapat tentang sahnyapernikahan denagn suatu 
barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni terhadap jenis 
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 BAB III 
PENYAJIAN DATA 
 
A. Mazhab Hanafi 
1. Sejarah Mazhab Hanafi 
Pendiri Mazhab ini adalah An-Nu‟man bin 
Tsabit atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. 
Nama lengkap ialah Abu Hanifah al-Nu‟man bin 
Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan 
sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, 
lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di 
Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup 
didua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir 
dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyyah. 
Imam Abu Hanifah ialah seorang Imam yang empat 
dalam Islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari 
para Imam-imam yang lain.
94
 
Adapun Nasab Imam Abu Hanifah dari 
ayahnya adalah Tsabit bin Zutha bin Maah bin Muli 
Tamullah dan akhirnya Ta‟labah. Ahli sejarah yang 
mengatakan bahwa ia berasal dari bangsa Arab yaitu 
dari Bani Yahya bin Asad, dan adapula yang 




Ayahnya keturunan dari bangsa Persi (Kabul-
Afganistan), tetapi sebelum ia dilahirkan, ayah nya 
sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu Hanifah adalah 
Zutha yang berasal dari Kabul (Afganistan) yaitu 
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 tawanan perang karena dia berperang melawan 
Utsman bin Affan sewaktu menaklukkan Persia. 
Penaklukan tersebut bukan hanya di Persia 
tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan 
Zutha termasuk salah satu pembesar negara yang 
ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau menjadi 
tawanan perang, akhirnya diserahkan kepada tentara 
Islam yang menang dalam peperangan tersebut. 
Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak 
dan akhirnya bebas dari budak karena masuk Islam. 
Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap di 
Kufah dan selanjutnya ia berdagang sutra di kota 
Kufah dan lahirlah anaknya yang diberi nama Tsabit 
yaitu ayah Abu Hanifah.
96
 
Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi 
yang dikenal dengan “al-Imam al-A‟zham” yang 
berarti Imama Terbesar. Menurut yusuf Musa, ia 
disebut Abu Hanifah, karena ia selalu bertemu dengan 
“tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna 




Sepeninggal beliau, Mazhabnya tetap tersebar 
melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara 
murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu 
Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki‟ bin Jarah Ibn 
Hasan al-Syaibani dan lain-lain.
98
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 Tentang karya-karya beliau antaranya dalam 
bidang fiqih ad kitab al-Musnad kitab al-Makharij 
dan Fiqh al-Akbar dan dalam masalah aqudah ada 
kitab al-Fiqh al-Asqar. Dalam bidang ushul fiqih 
buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara 
lain dalam Yshul as-Sarakhsi oleh Asy-Sarakhsi dan 








a. Tahap pertama dinamakan Masailul Fiqh. 
b. Tahap kedua dinamakan Masailul Nawadir. 
c. Tahap ketiga dinamakan al Fatawa al-Waqi‟ah 
Masailul Fiqh merupakan kitab kumpulan 
Zahirul riwayat , kitab ini berisi pendapat-pendapat 
Abu Hanifah yang terkumpul dalam suatu kitab yang 
bernama Masailul Fiqh, sedankan isinya memiliki  
riwayat yang diyakini kebenarannya, karena 
diriwayatkan oleh murid-murid Abu Hanifah sendiri 
dan para sahabatnya. 
Kitab tahap pertama ini lebih tinggi mutunya 
dari pada kitab tahap kedua dan ketiga. Sedangkan 
kitab Zahirul Riwayat yang di himpun oleh Imam 




1) Kitab al-Mabsuuth 
2) Kitab Jami‟ul Kabiir 
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 3) Kitab Jami‟ush Shaghir 
4) Kitab As-Sairush-Shaghir 
5) Kitab As-Sairush-Kabir 
6) Kitab Az-Ziyaadaat 
Abu Hanifah telah mengabdikan hidupnya 
dalam studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-
kuliah kepada mahasiswanya. Karya beliau dapat 
dihargai dan sesungguhnya karena beliau orang yang 
pertama yang mencoba mengkodifikasi hukum Islam 
dengan memakai Qiyas sebagai dasarnya.  
Semasa beliau hidup, sahabat-sahabatnya dan 
ulama Mazhab Hanafi menulis kitab-kitabnya dan 
membagikan kitabnya digolongkan kepada tiga 
kelompok, karena beliau sendiri tidak banyak 
menulis kitab karena pada hidupnya telah dipenjara 
dalam waktu yang lama. Oleh yang demikian, 
kebnyakan kitab-kitabnya ditulis dan dirangkum 
oleh murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya. 
2. Sumber Hukum dalam Mazhab Hanafi 
Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang 
jelas dan nyata  tentang kesamaan hukum-hukum 
fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan 
masyarakat disemua lapangan kehidupan. Karena Abu 
Hanifah  mendasarka Mazhabnya dengan dasar pada 
Al-Quran, Hadits, al-Ijma‟, al-Qiyas dan al-Istihsan. 
Imam Abu Hanifah berkata, “aku memberi 
hukum berdasarkan Al-Quran apabila tidak saya 
jumpai dalam Al-Quran, maka aku gunakan hadits 
Rosulullah dan jika tidak ada dalam kedua-duanya 
aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. 
Aku (berpegang) kepada pendapat siapa saja dari para 
 sahabat dan aku tinggalkan apa yang tidak kusukai 
dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja”. 
Pada bagian akhir kata-kata Abu Hanifah 
diatas dapat disimpulkan bagaimana ia menggunakan 
ijtihad dan pikiran, dan bagaimana pula penggunaan 
pikiran untuk dapat membuat perbandingan diantara 
pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya. 
Selanjutnya ia berkata “ketika ada Hadits Rosul, kamu 
gunakan tetapi pendapat sahabat-sahabat kami 
berbeda dan pendapat-pendapat tabi‟in kami bahas 
bersama atau bertukar pikiran dengan mereka.
102
 
Kata-kata Abu Hanifah tersebut diatas sebagai 
keterangan tentang cara beliau berijtihad atau 
menggunakan pikiran dengan cara yang luas karena 
beliau berpendapat bahwa pendapat-pendapat atau 
kata-kata dari pengikut-pengikut (tabi‟in) tidak pasti 
menurutnya. Manakala tidak mendapat nash-nash 
apakah dari Al-Quran atau hadits dan juga tidak 
mememukan pendapat dari sahabat-sahabat ia 
berpendapai bahwa ia harus menyingkronkan dengan 
pendapat atau pikiran yang mereka berpendapat dan 
beliau berkata: aku berijtihad sebagaimana ia 
berijtihad. Dan berpegang kepada kebenaran yang 
didapat sebagaimna mereka juga. 
Kata-kata Abu Hanifah di atas berarti ia 
tunduk kepada Al-Quran dan hadits, dan ia membuat 
perbandingan diantara pendapat sahabat-sahabat 
Rosulullah dan memilih nama-nama yang sesuai 
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 dengannya. Adapun pendapat dari para (tabi‟in) ia 
berpendapat bahwa harus setuju atau tidak baginya.
103
 
3. Penyebaran Mazhab Hanafi 
Negara-negara yang menganut Mazhab ini 
adalah negara Turki, Pakistan, Afganistan, 
Transyordania, Indo Cina, Cina dan Rusia.
104
 
Selanjutnya Mazhab Hanafi ada tersiar dan 
berkembang di negara-negara Syam, Iraq, India, 
Kaukasus dan Balkan, dan  Sebagian besar penduduk 
di Turki Usmani san Al-Bania. Di India ditaksir kira-
kira 48 Juta pengikut Mazhab Hanafi. Di Brazilia 
(Amarika Serikat) terdapat kira-kira 25.000 Muslim 
yang bermazhab Hanafi. Tersebarnya Mazhab Hanafi 
iyu adalah dengan perantara pihak kekuasaan para 
raja.
105
 Mazhab Hanafi juga berkembang di Asia 




Mazhab Hanafi pada masa Khalifah Bani 
„Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh 
umat Islam pada pemerrintahan kerajaan Usmani, 
Mazhab ini merupakan Mazhab resmi Negara. 
Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk 
golongan mayoritas disamping Mazhab Syafi‟i.107 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa, Mazhab Hanafi berkembang di 
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 dalam kehidupan umat Islam bahkan sampai ke 
istana-istana serta dijadikan Undang-Undang kerajaan 
Islam dan berkembang sampai keseluruh Negara. 
4. Pendidikan Imam Abu Hanifah 
 Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang 
pedagang atas anjuran al-Sya‟bi. Ia kemudian beralih 
menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi 
ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada 
zamannya terdapat empat ulama yang tergolong 
sahabat yang masih hidup, yaitu:
108
 
a. Anas ibn Malik di Basrah 
b. Abdullah ibn Ubai di Kufah 
c. Sahl ibn Sa‟ad al-Sa‟id di Madinah 
d. Abu al-Thufailamir ibn Wa‟ilah 
Abu Hanifah adalah panggilan dari Nu‟man 
Ibnu Tsabit bin Zutha. Ada beberapa riwayat yang 
menjelaskan sebab-sebab beliau di panggil Abu 
Hanifah, antara lain yaitu : 
a. Karena salah satu anaknya bernama Hanifah, 
maka Abu Hanifahberarti bapak dari Hanifah. 
Menurut kebiasaan bangsa Arab, namaanak 
menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan 
memakai kata Abu(Bapak/ Ayah), sehingga ia 
dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.
109
 
b. Dia adalah salah seorang yang sangat bertakwa 
kepada Allah danperinsipnya tidak dapat 
digoyahkan, dia tetap pada prinsipnya 
danberpegang teguh pada agama Islam, tidak 
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 tergoyah dengan bujukanapapun yang diajukan 
kepadanya baik itu yang menguntungkanapalagi 
yang merugikannya. Abu artinya adalah hamba, 
sedangkanHanifah artinya cenderung, dengan 
demikian Abu Hanifah berartihamba Allah yang 
cendrung taat kepada Allah.
110
 
c. Karena paling cinta pada tinta untuk menulis, 
sehingga beliaudipanggil oleh guru dan teman-
temanya dengan Abu Hanifah, karenaHanifah 
dalam bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu Hanifah 
berarti bapaktinta.
111
Terlepas dari keseluruhan 
panggilan terhadap Abu Hanifahtersebut, maka 
dia dipanggil Abu Hanifah karena sesuai dengan 
tingkahlaku, perbuatan, ucapan, amalan dan 
ketekunanya sesuai cita-cita luhuryang 
dimilikinya. 
 Berdasarkan orang-orang yang mengetahui hal 
ini sewaktu hidupnya, hampir seluruh hidupnya 
digunakan untuk belajar dan mendalami ajaran agama 
Islam dan perlu diketahui bahwa Abu Hanifah 
semenjak kecil sampai dengan meninggal, berada di 
kota Kufah (Iraq).
112
 Sejak kecil ia belajar 
sebagaimana anak-anak yang berada dinegeri itu, dan 
ia mulai belajar membaca al-Qur‟an serta 
menghafalnya, ia hidup dan dibesarkan di tengah-
tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga 
yang taat melaksanakan ajaran Islam. Kakeknya 
sangat berkesan perjumpaannya dengan Sayyidina 
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 Ali, hal itu selalu diceritakannya kepada anak 
cucunya, termasuk kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah 
selalu mencontoh perbuatan Ali, hal ini terlihat pada 
jalan pikirannya di kemudian hari. Sebelum Irak 
dikuasai Islam, telah berkembang pula di sana 
berbagai macam agama, yaitu Nasrani, Yahudi, 
Budha, Hindu, Animisme, Dinamisme dan 
sebagainya. 
Islam masuk ke negeri Irak mendapat 
bermacam-macam tantangan, namun berkat keuletan 
para ulama dan atas pertolongan Allah, pada akhirnya 
agama selain agama Islam kian hari semakin 
punah.Selain itu di Irak merupakan tempat timbulnya 
bermacam-macam aliran filsafat, baik yang berasal 
dari Romawi, Yunani dan negeri-negeri barat lainnya. 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, 
maka terdapat beberapa faktor yang mendorong atau 
mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami 
agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu : 
a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah 
dapat memusatkanperhatiannya dalam 
mempelajari serta mendalami ajaran Islam 




b. Keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama 
Islam dikalangan keluarganya. 
c. Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu 
pengetahuan yang dimiliki Sayidina Ali, Umar 
dan Abdullah Ibnu Mas‟ud. Kedudukan kota 
Kufah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu 
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 pengetahuan dan filsafat yakni kota tempat 
tinggalnya. 
d. Kota Kufah, Basrah dan Baghdad juga 




 Pada mulanya Abu Hanifah menuntut ilmu 
agama hanya sekedaruntuk keperluannya sendiri, 
termasuk untuk berdagang, namun pada suatuhari ia 
bertemu dengan gurunya yaitu Amir bin Syarahil 
(wafat tahun 104H /721 M). Ia menceritakan kepada 
gurunya itu bahwa ia lewat di mukarumah asy-Sya‟bi, 
beliau sedang duduk-duduk, lalu saya dipanggil 
danditanya, “Apakah kesibukanmu?”, saya menjawab 
“Ke pasar”, lalu ditanya“Mengapa tidak ke ulama?, 
saya menjawab “saya tidak pergi ke ulama”,kemudian 
beliau mengatakan “Jangan sekarang pergi ke pasar, 
pergilah keulama, sesungguhnya saya melihat engkau 
ada harapan”. 
Dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa 
ia berkesan denganperjumpaannya dengan asy-Sya‟bi 
itu, kemudian saya tinggalkanberdagang dan mulailah 
menuntut ilmu. Dengan demikian sejak itulahAbu 
Hanifah mulai menuntut ilmu dan yang mula-mula 
dipelajarinyaadalah ilmu kalam dan mengadakan 
diskusi dengan ulama-ulama yang beraliran ilmu 
kalam, seperti dengan orang-orang yang beraliran 
Mu‟tazilah, Syi‟ah Khawarij dan Maturidiyah.115 
Abu Hanifah tidak segan-segan mencurahkan 
tenaga, fikiran dan bahkan harta bendanya untuk 
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 membiayai keperluan berdiskusi. Abu Hanifah sering 
pergi ke luar kota Irak untuk menuntut ilmu 
pengetahuan, setelah mendalami ilmu kalam barulah 
ia berlatih mempelajari ilmu fiqh,dengan cara 
mendatangi ulama-ulama ahli fiqih dari bermacam-
macamaliran. 
Ada empat sahabat Rasul yang sangat 
berkesan bagi Abu Hanifah dan juga mempengaruhi 
pokok-pokok pikiran atau jalan pikiran Abu Hanifah, 
adapun keempat sahabat itu ialah: 
a. Umar bin Khatab, Abu Hanifah tertarik pada 
metode umar dalammenetapkan hukum dengan 
menggunakan “kemaslahatan 
ummah”kepentingan umum sebagai dasarnya. 
b. Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah terkesan kepada 
Ali dalam memahami hakikat Islam dan 
pengamalan-pengamalannya secarasungguh-
sungguh. 
c. Abdullah Ibnu Mas‟ud, Abu Hanifah berkesan 
dengan ketekunannya dalam mempelajari dan 
mendalami ajaran Islam. 
d. Abdullah ibnu Abbas, Abu Hanifah berkesan atas 
metodenya mempelajari ayat-ayat al-Qur‟an dan 
dari Abdullah Ibnu Abbas inilahAbu Hanifah 




 Dalam hal ini Abu Hanifah pernah dituduh 
bahwa Abu Hanifah dalam menetapkan hukum hanya 
menggunakan akal saja, tuduhan tersebut disampaikan 
kepada khalifah Abu Ja‟far al-Mansur (Khalifah 
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 Abasiyyah) karena tuduhan itu Abu Hanifah akhirnya 
dipanggil untuk menghadap khalifah, khalifah 
menanyakan antara lain ”Dari mana ilmu 
itudiperoleh?”, Abu Hanifah menjawab bahwa 
ilmunya diperoleh darisahabat Nabi yaitu Umar, Ali, 
Ibnu Mas‟ud dan Abdullah ibnu Abbas,sahabat-
sahabat tersebut merupakan ulama yang jauh melebihi 
kepandaiannya. Mendengar jawaban Abu Hanifah, 
khalifah Abu Ja‟far al- Mansur merasa puas dengan 
mengatakan, “Aku percaya kepadamu”.117 
Di antara guru Abu Hanifah adalah 
Muhammad bin Abi Sulaiman, (wafat 120 H), Abu 
Hanifah belajar kepadanya selama 18 tahun,
118
 setelah 
gurunya itu wafat, Abu Hanifahlah yang 
menggantikannya sebagai guru, sesuai dengan wasiat 
gurunya itu, dengan demikian Abu Hanifah mulai 
menjadi guru sejak tahun 120 hijriyah. Dalam 
mengajar Abu Hanifah menggunakan metode yang 
ada didalam al-Qur‟an, dengan sungguhsungguh 
meyakininya, maka muncullah murid-murid Abu 
Hanifah yang kenamaan, seperti Imam 
Syafi‟i. 119 Imam Syafi‟i pernah berkata bahwa para 
ahli fiqih sesudah Abu Hanifah adalah berasal dari 
ilmu Abu Hanifah. Untuk memperoleh ilmu 
pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, ia pergi ke 
Mesir, Mekkah dan Madinah guna menambah 
wawasannya tentang Islam. 
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 Pada tahun 130 Hijriyah, Abu Hanifah 
berangkat ke Makkah dan menetap disana selama 
enam tahun, selama di Makkah ia mengadakan diskusi 
atau musyawarah dengan para ulama terkemuka 
diwaktu itu, dia juga bertemu dengan ulama Syi‟ah, 
Zaidiyah, yakni ulama ahli hadits, sehingga ia dapat 
mengadakan tukar pikiran dengan mereka dan juga 
berdiskusi dengan Ja‟far ash-Shidqi. 120 Selain dia 
berjumpa dengan muridnya Ibnu Abbas yang 
kemudian diajaknya pergi ke Madinah yang bernama 
Ja‟far ash-Shidqi untuk mengadakan tukar fikiran 
dengannya, setelah beliau pulang dari Makkah dan 
Madinah ia tetap mempelajari ilmu pengetahuan 
agama, dia sangat menghargai pendapat orang lain 
walaupun bertentangan denganpendapatnya, karena 
perbedaan pendapat merupakan rahmat dari Allah. 
5. Pendapat Abu Hanifah Tentang Mahar Jasa  
 Setelah kita mengetahui sedikit biografi Imam 
Hanafi. Beliau berpendapat tentang mahar manfaat 
atau jasamenambahkan syarat dalam pernikahan sah 
apabila di dalam pernikahan yang fasid, tidak menjadi 
lazim karena nikah fasid tidak dinamakan pernikahan, 
dan wajib diberikan mahar mitsil dengan terjadinya 
persetubuhan. Dan selanjutnya mengenai mahar Imam 
Abu Hanifah dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa 
mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, 
sama statusnya dengan nafkah. Mahar adalah setiap 
harta yang memiliki harga, yang diketahui yang 
mampu untuk diserahkan. Mahar manfaat atau jasa  
seperti mengajarkan al-Qur‟an pendapat Imam Hanafi 
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 dalam kitab Fiqh „ala mazhabil „arba‟ah Karangan 
Syeikh Abdurrahman al-Jaziri yaitu:
121 
بََّيأ اَرِإ َبَٓج ّٔ ََضت َٗهَع  َعِفَبَُي ،ٍّخِٕٚ َُْعَي  ِْىِٛهَْعتَك  ٌِ آُشمنا .  ِْكْفنا َٔ  ِ. 
ٕذَٔ كنر  ٍْ ِي  ِو ْٕ ُهُع 
 َص ْٕ َُجٚ  َل   ُ َََّّأ  َِتْ  ٌفَلَِخُشِْ َبظْٔزًنا .،ِواَشَذنا َٔ   ِّ ْٛ َِفف  ِْىِٛهَْعت 
 ِلَلََذنا ، ٍِ ْٚ ّذنا ٔأ َٗهَع 
 
 “Adapun ketika seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuandengan mahar hal-hal yang manfaat yang 
bersifat ma‟nawiyah,seperti mengajarkan al-Qur‟an, 
fiqih ataupun yang lainnya, makadalam hal ini ada 
perbedaan pendapat. Menurut dhahirul mazhabimam 
Hanafi menyatakan tidak boleh”4F 
 Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seorang 
merdeka menikahdengan mahar mengajarkan al-Qur‟an 
adalah tidak boleh, maka bagi istriadalah mahar mitsil. 
Sedangkan perkawinan dengan mahar mengajarkan siistri 
semua isi al-Qur‟an atau sebagiannya atau sebagian Hukum 
Agama yangberupa perkara yang halal atau yang haram. 
Maka menurut Fuqoha‟ ImamHanafi yang mutaqddim tidak 
sah. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An Nisa‟ 
ayat 24 dalam al-Qur‟an yaitu:122 
 
                 
                   
              
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                    
                 
            
 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 
miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai 
ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu 
selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri 
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. 
Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) 
di antara mereka, berikanlah kepada mereka 
maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 
kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu 
terhadap sesuatu yang kamu telah saling 
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana” (An Nisaa‟: 24). 
 
 Karena yang tadidisebutkan bukanlah harta 
karena mengajarkan al-Qur‟an dan perkara lainyang 
sejenisnya yang berupa kataatan dan kedekatan 
kepada Allah, SWT tidaksah untuk diberikan upah 
menurut imam mazhab Hanafi. Pengajaran 
dalambidang ini tidak sah diberikan imbalan harta. 
Oleh karena itu tidak sah maharyang disebutkan ini, 
dan diwajibkan mahar mitsil, karena itu adalah 
manfaatyang tidak dapat diganti dengan harta. 
Sedangkan para Fuqoha‟ mazhab Hanafi Muta‟akhirin 
memberikanfatwa membolehkan mengambil upah 
 dari mengajarkan al-Qur‟an danHukum-hukum 
Agama karena kebutuhan akibat perubahan kondisi 
dankesibukan manusia dengan perkara kehidupan, 
maka sang guru tidak dapat mengajar tanpa upah. 
Oleh karena itu, boleh menjadikan pengajaran al-
Qur‟an dan Hukum-hukum Agama sebagai mahar. 
Dalil yang digunakanadalah Hadits riwayat Sahl bin 
Sa‟ad yang berisikan bahwa Nabi Muhammad, SAW 
mengawinkan seorang laki-laki dengan mahar 
kemampuan membaca al-Qur‟an yang dia miliki. 
Beliau Nabi Muhammad,SAW bersabda:
123
 
 “Aku telah menikahkan kamu dengan hafalan 
al-Qur‟an yang kau miliki” 
 Tidak sah jika mahar berbentuk sesuatu yang 
bukan merupakan hartayang dapat dihargakan. Itu 
seperti seorang laki-laki muslim menikahi seorang 
perempuan muslimah dengan mahar yang berupa 
debu, darah, minumankeras, babi, karena bangkai dan 
darah bukanlah harta dalam hak seseorang. 
Demikian minuman keras dan babi bukanlah 
harta yang dapat dihargakandalam hak seorang laki-
laki muslim, juga tidak sah perkawinan perempuan 
dengan syarat menceraikan perempuan yang lain, atau 
dengan syaratmemanfaatkan Hukum qishas karena 
perceraian bukanlah harta, dan begitupula dengan 
halnya qishas. 
Tidak sah pernikahan syighar yaitu seorang 
laki-laki mengawinkansaudara perempuannya kepada 
laki-laki yang lain, dengan syarat laki-lakitersebut 
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 mengawinkan saudara perempuannya dengannya. 
Atau dengan syaratdengan anak perempuannya. 
Penyebutan syarat ini dengan merupakan suatuyang 
rusak karena masing-masing dari keduanya 
menjadikan “alat kelamin”masing-masing dari kedua 
perempuan tersebut sebagai mahar dengan yanglain. 
Karena alat kelamin bukanlah harta, maka menjadi 
rusaklah penyebutanmahar ini. Bagi masing-masing 
dari keduanya wajib mendapatkan mahar mitsil, 
sedangkan pernikahan adalah sah menurut mereka. 
Sedangkan menurut jumhur pernikahan 
semacam ini fasid (rusak) ataubatal berdasarkan 
sebuah riwayat yang mengatakan bahwa nabi saw 
melarangpernikahan syighar.Dalil mazhab Hanafi 
menyebutkan bahwa perkawinan merupakansesuatu 
yang bersifat abadi yang dimasukkan ke dalamnya 
syarat fasid.Karena di dalamnya disyaratkan agar alat-
kelamin dari masing-masingkeduanya menjadi mahar 




Jika laki-laki merdeka mengawini seorang 
perempuan dengan syaratmelayaninya selama 
setahun, seperti menggembalakan dombanya 
selamasetahun, penyebutan syarat ini fasid. 
Perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsil 
menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf 
karena manfaatbukanlah harta yang dapat dihargakan 
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 B. Mazhab Syafi’i 
1. Sejarah Mazhab Syafi’i 
Mazhab Syafi‟i adalah Mazhab yang dicetuskan oleh 
Muhammad bin Idris asy-Syafi‟i atau yang lebih dikenal 
dengan nama Imam Asy-Syafi‟i, seorang ulama besar 
yang hidup pada zaman daulah Bani „Abbasiyah dibawah 
kekuasaan Khalifah Abu Ja‟far al-Mansur, al-Hadi, 
Harun ar-Rasyid dan al-Ma‟mun. 126  Imam Syafi‟i 
dilahirkan dikota Ghaza sebuah kota yang berada 
diwilayahh Palestina, pada tahun 150 H (767 M). Pada 
waktu itu Imam Syafi‟i masih kecil ayahnya meninggal 




Nama beliau Imam syafi‟i adalah Muhammad bin 
Idris bin al-„Abbas bin „Utsman bin Syafi‟ bin as-Saib 
bin „Ubaid bin „Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib 
bin„Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin 
Ka‟ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Qurasyi 
asy-Syafi‟i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah dan 
putra pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama 
Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama 
Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai 
banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam 
Syafi‟i dan mazhabnya disebut Mazhab Syafi‟i.128 
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 Dalam kitab Manhaj „Aqidah Imam asy-Syafi‟i 
disebutkan bahwa
129
 Al-Muthalib adalah saudara 
Hasyim, yang merupakan ayah dari „Abdul Muthalib, 
kakek Rasulullah dan Imam Syafi‟i berkumpul (bertemu 
nasabnya) dengan Rasulullah pada „Abdi Manaf bin 
Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga. Imam an-
Nawawi berkata: “Imam Syafi‟i adalah Qurasyi (berasal 
dari suku Quraisy) dan Muthalibi (keturunan Muthalib) 
berdasarkan ijma‟ para ahli riwayat dari semua golongan, 
sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiyah. Silsilah 
Imam Al-Syafi‟i dari ayahnya bertemu dengan silsilah 
Nabi Muhammad SAW., pada Abdu Manaf. Oleh karena 
itu, beliau termasuk Suku Quraisy. Ibunya dari Suku al-
Azdi di Yaman. Imam Syafi‟i memiliki gelar Hasbirul 
Hadits (pembela hadits).  
Beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai 
pembela hadits Rasulullah. Beliau dilahirkan di Ghaza, 
salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya 
meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga al-Syafi‟i 
dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Para 
sejarawan telah sepakat, bahwa Imam Syafi‟i lahir pada 
tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu 
Hanifah.  
Imam al-Hakim berkata: “Saya tidak menemukan 
adanya perselisihan pandapat, bahwa Imam Syafi‟i lahir 
pada tahun 150 H, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, 
yang mana hal ini mengisyaratkan, bahwa Imam Syafi‟i 
menggantikan Imam Abu Hanifah dalam bidang yang 
digelutinya.” 
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 Ada pendapat yang mengatakan, bahwa Imam 
Syafi‟i lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah. 
Tetapi, pendapat ini dinyatakan tidak benar dan juga 
pendapat ini bukan pendapat yang sangat lemah, karena 
Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam 
Munaqib asy-Syafi‟i meriwayatkan dengan sanad jayyid, 
bahwa Imam ar-Rabi‟ bin Sulaiman berkata: “Imam 
Syafi‟i lahir pada hari wafatnya Abu Hanifah.” Namun 
kata “hari” pada kalimat ini dapat diartikan lain, karena 
kata “hari” secara umum bisa diartikan “masa” atau 
“zaman.”130 
Dalam kitab Al-Imam Asyafi‟i Ada banyak 
riwayat tentang tempat kelahiran Imam Syafi‟i.131 Yang 
paling populer adalah, beliau dilahirkan di kota Ghazzah, 
pendapat lain mengatakan, di kota Asqalan sedangkan 
pendapat yang lain mengatakan beliau dilahirkan di 
Yaman. 
Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, dari „Amr bin 
Sawad, ia berkata: “Imam Syafi‟i berkata kepadaku: 
„Aku dilahirkan di negeri „Asqalan. Ketika aku berusia 
dua tahun, ibuku membawaku ke Makkah.‟ 
Sementara Imam Baihaqi menyebutkan dengan 
sanadnya, dari Muhammad bin „Abdillah bin „Abdul 
Hakim, ia berkata: “Aku mendengar Imam Syafi‟i 
berkata: „Aku dilahirkan di negeri Ghazzah kemudian 
dibawa oleh ibuku ke „Asqalan.‟ 
Muhammad bin Idris ketika berumur kurang 
lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Mekkah, ketika itu 
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 beliau telah hafal Al-Qur‟an. Di Mekkah beliau banyak 
mendapatkan Hadits dari ulama-ulama Hadits. Karena 
kefakirannya sering memungut kertas-kertas yang telah 
dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika 
semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan 
menyadari bahwa Al-Qur‟an itu bahasanya sangat indah 
dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke 
Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami 
sastra arab serta mengikuti saran hidup Muhammad 
SAW, pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal 
“sepuluh ribu bait syair-syair arab”.132 
Di Mekkah Muhammad bin Idris berguru kepada 
Sofyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. 
Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada 
Imam Malik. Sebelum ke Madinah beliau telah membaca 
dan hafal kitab Al-Muwatha. Beliau membawa surat dari 
wali Mekkah ditujukan untuk wali Madinah agar mudah 
bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu 
Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. 
Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun. 
Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, Imam 
Syafi‟i kemudian bekerja di Yaman. Tragedi pernah 
menimpanya sewaktu bekerja di Yaman,  dituduh terlibat 
gerakan Syi‟ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah 
Harun Al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang 
tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani 
(murid Abu Hanifah), beliau tidak dijatuhi hukuman dan 
bahkan berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani 
serta bertempat tinggal di rumahnya. 
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 Muhammad bin Hasan Asyaibani pernah belajar 
kepada Imam Abu Hanifah selama 3 tahun. Dari 
Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau mendapat 
pelajaran Fiqh Imam Abu Hanifah selama dua tahun. 
Kemudian kembali ke Mekkah. Pada kesempatan musim 
Haji beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke 
Mekkah untuk menunaikan Haji dari seluruh dunia 
Islam. Dengan demikian Fiqh Imam Syafi‟i menyebar 
diseluruh wilayah Islam. 
Beliau bermukim di Mekkah selama tujuh tahun. 
Kemudian pada tahun 195 H, kembali lagi ke Baghdad 
dan sempat berziarah ke kuburan Abu Hanifah ketika itu 
umurnya 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan 
pelajaran kepada murid-muridnya yang sangat terkenal 
adalah Ahmad ibn Hanbali yang sebelumnya bertemu 
dengan Imam al-Syafi‟i di Mekkah. Ahmad bin Ibn 
Hanbal sangat mengagumi kecerdasan dan kekuatan 
daya ingat Imam al-Syafi‟i serta kesederhanaan dan 
keikhlasannya dalam bersikap. Setelah dua tahun di 
Baghdad, kembali ke Madinah tetapi tidak lama dan pada 
tahun 198 H, belia kembali lagi ke baghdad, selanjutnya 
terus ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H. Di 
Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya 
kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan 
fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim. Imam 
Al-Syafi‟i meninggal di Mesir pada tahun 204 H atau 
822 M. Pada waktu meninggal Imam Al-Syafi‟i, 
Gubernur Mesir ikut memandikan dan menyalatkan 
jenazahnya. 
Dari riwayat hidupnya tampak juga bahwa Imam 
Al-Syafi‟i adalah seorang ulama besar yang mampu 
mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad 
 Imam Malik dan metode Imam Abu Hanifah, sehingga 
menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. 
Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam 
fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.
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Bagi Imam Syafi‟i mengatakan bahwa ibadah itu 
harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. 
Untuk itu diperlukan kehati-hatian. Oleh karena itu, 
konsep ikhtiyat (prinsip kehati-hatian) mewarnai 
pemikiran Imam Syafi‟i. 
Imam Syafi‟i mempunyai dua qoul (pendapat). 
Pertama, ketika beliau bermukim di Baghdad, namanya 
Qaul Qodim (pendapat kuno). Kedua, ketika beliau 
tinggal di Mesir namanya Qaul Jadid (pendapat baru). 
Tidak terhitung banyaknya ulama‟ yang datang untuk 
belajar dengan Imam Syafi‟i.134 
Adanya dua qaul yang berbeda dengan hal yang 
sama tentu menjadi sulit dalam lapangan fatwa. Oleh 
karena itu, diperlukan upaya Tarjih, yaitu memilih yang 
terkuat dari pendapat yang berbeda itu. Demikianlah, 
qaul qadim dan qaul jadid terus menjadi bahan kajian 
dalam Mazhab Syafi‟i. 
Mengenai kitab-kitab yang dikarang beliau 
sewaktu di Mesir antaranya, Ar-Risalah (Ushul Fiqh), 
Amali Kubra, Ahkamil Qur‟an (ilmu ushul fiqh), 
Ikhtilaful Hadits (ilmu ushul fiqh), kitab al-Um dalam 
bidang fiqih dan masih banyak lagi.
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Di akhir hayatnya, Imam Syafi‟i sibuk 
berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir, 
sampai hal itu memberikan mudharat pada tubuhnya, 
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 maka beliau pun terkena penyakit wasir yang 
menyebabkan keluarnya darah. Tetapi, karena 
kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi‟i tetap 
melakukan pekerjaannya itu dengan tidak 
memperdulikan sakitnya, sampai akhirnya beliau wafat 
di Mesir pada malam jum‟at seusai sholat Maghrib, yaitu 
pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan 
pada hari jum‟atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. 
Kuburannya berada di Kota Kairo, di dekat Masjid 
Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang 
bernama Imam Syafi‟i.136 Pembentukan Mazhab Syafi‟i. 
2. Sumber Hukum Mazhab Syafi’i 
Sumber hukum yang digunakan Mazhab Syafi‟i 
dalam beristimbath (menetapkan hukum Islam) adalah: 
a. Al-Quran 
Mazhab Syafi‟i memandang Al-Qur;an dan 
As-Sunnah berada dalam satu martabat. Mereka 
menempatkan as-Sunnah itu menjelaskan Al-Quran, 
kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-
Quran dan hadis mutawatir.
137
 Mazhab Syafi‟i 
mempertahankan untuk mengamalkan hadis ahad 
selama perawinya bersambung sampai kepada 
Rosulullh SAW. Beliau tidak menyaratkan 
pengalaman sebagai penguat hadis dan tidak 
mensyaratkan kemashuran hadis. Pembelaan ini 
memperoleh perhatian besar dari kalangan ahli 
hadis, sehingga penduduk Baghdad menjulukinya 
penolong hadis (nasir al-hadis).
138
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 b. Ijma‟ 
Ijma‟ yang dipakai Mazhab Syafi‟i sebagai 
dalil hukum itu adalah ijma‟ yang disandarkan 
kepada nash atau ada landasan riwayat dari 
Rosulullah SAW. Secara jelas beliau mengatakan 
bahwa ijma‟ bersetatus dalil hukum adalah ijma‟ 
sahabat. Beliau hanya mengambil ijma‟ shahih 
sebagai dalil hukum dan menolak ijma‟ sukuti 
menjadi dalil hukum. Alasanya menerima ijma‟ 
shahih, karena kesepakatan itu didasarkan kepada 
nash dan berasal dari semua Mujtahid secara jelas 
dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan, 
sedangkan alasan menolak ijma‟ sukuti,karena 
bukan merupann kesepakatan semua Mujtahid. 





Imam Syafi‟i memakai qiyas apabila dalam 
tiga dasar hukum di atas tidak tercantum dan dalam 
keadaan memaksa. Hukum qiyas yang yang terpaksa 
diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau 
mu‟amalah, karena segala sesuatu yang bertalian 
dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al-
Quran dan As-Sunnah. Untuk itu dengan tegas 
beliau berkata “tidak ada qiyas dalam hukum 
ibadah”. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan 
hukum secara qiyas sebelum lebih dalam 
menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu 
dipergunakan. 
3. Penyebaran Mahzab Syafi’i 
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 Pengikut Mazhab Syafi‟i umumnya terdapat di 
Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk 
Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia. 
Demikian juga Hijaz, di Kurdy Yaman Hadramaut, Aden 
dan sebagian di Asir dan di India terdapat kira-kira satu 
juta jiwa pengikut Mazhab Syafi‟i. Juga terdapat di Syam 
kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti 
Mazhab Syafi‟i.140 Kemudian pengikut Mazhab Syafi‟i 
juga terdapat di Malaysia, Libanon, Iraq dan Saudi 
Arabian. 
Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa dengan beredarnya waktu dan zaman maka 
tersebar luaslah Mazhab Syafi‟i kesetiap pelosok Negara 
yang dibawa oleh para pengikutnya yang terdahulu. 
Berdasarkan sejarahnya, mazhab Syafi‟i lahir 
setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awalnya, 
Imam Syafi‟i tampil sebagai seorang tokoh ahl al-hadits 
yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian ia juga 
menjadi tokoh ahl al-ra'yi setelah bertemu dengan salah 
seorang ulama' mazhab Hanafi yaitu Muhammad bin al-
Hasan al-Syaibani. 
Sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab 
Syafi‟i ini dibagi menjadi empat periode, yaitu periode 
persiapan, periode pertumbuhan yang ditandai dengan 
lahirnya mazhab al-Qadim, periode kematangan dan 
kesempurnaan pada mazhab al-Jadid, dan periode 
pengembangan dan pengayaan. 
a. Periode Persiapan 
Persiapan bagi lahirnya mazhab Syafi‟i 
berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun 179 H, 
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 tepatnya ketika al-Syafi‟i berangkat ke Yaman untuk 
bekerja. Selama di Yaman, al-Syafi‟i bertemu dengan 
beberapa tokoh terkemuka, salah satunya adalah tokoh 
utama mazhab Hanafi (ahl al-ra yi) yaitu Muhammad 
bin al-Hasan al-Syaibani.
141
 Setelah mengenal mazhab 
Maliki (ahl al-hadits) dan mazhab Hanafi (ahl al-ra yi), 
Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai 
pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk 
mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai metode 
ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari 
perbandingan ini kemudian diolah dan dirumuskannya 




b. Periode Pertumbuhan (Qaul al-Qadim) 
Periode pertumbuhan mazhab Syafi'i ditandai 
oleh kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk 
memperkenalkan konsep fiqihnya secara utuh, lengkap 
dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran 
yang siap untuk dikembangkan. 
Upaya untuk memperkenalkan mazhabnya ini 
dilakukan dengan cara menggelar majelis pengajian. 
Banyak ulama dengan latar belakang dan keahlian yang 
berbeda (ahli fiqih, hadis, bahasa dan sastra) hadir di 
majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas 
pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dari 
sini tampaklah bahwa tingkat keilmuan Imam Syafi‟i 
berada di atas mereka. Dengan demikian, namanya 
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 menjadi harum dan tersohor ke seluruh penjuru, pada 
akhirnya mazhabnya dapat diterima dan tersebar luas di 
tengah-tengah masyarakat Baghdad.
143
 Pendapat dan 
fatwa-fatwa fiqih yang dikemukakannya pada periode ini 
dikenal dengan sebutan qaul qadim. Selama kurang lebih 
dua tahun berada di Baghdad, ia berhasil menyusun dan 
mendiktekan kitab ar-Risalah dalam bidang ushul fiqih 
dan al-Hujjah dalam bidang fiqih. Kitab al-Hujjah inilah 
yang menjadi rujukan bagi qaul qadim al-Syafi‟i yang 
selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang 
belajar kepadanya di Baghdad.
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c. Periode Kematangan dan Kesempurnaan (Qaul al-
Jadid) 
Setelah berhasil memperkenalkan mazhabnya di 
Baghdad, kemudian Imam Syafi‟i pindah ke Mesir. 
Terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda terkait 
perpindahan Imam Syafi‟i ke Mesir, namun yang lebih 
logis adalah pendapat Abdul Halim al-Jundi bahwa 
Imam Syafi‟i mendengar kabar di Mesir terdapat dua 
kelompok yang pro-kontra, yaitu kelompok mazhab 
Hanafi dan kelompok mazhab Maliki. Ketika itu Imam 
Syafi‟i berkata: “Saya berharap akan datang ke Mesir 
dan membawakan sesuatu yang akan membuat mereka 




Kesimpulannya adalah Imam Syafi‟i pindah ke 
Mesir karena mempunyai kepentingan pengembangan 
ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama besar, ia 
merasa terpanggil untuk mengembangkan ilmu serta 
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 mempersatukan ahl al-ra‟yi dan ahl al-hadits sekaligus 
memperkenalkan mazhabnya yang merupakan sintesa 
dari kedua aliran tersebut. Selama di Mesir, Imam Syafi'i 
senantiasa sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
produktif dan inovatif tentang fiqih dan akhirnya 
membuat kehujjahan serta kepribadian al-Syafi‟i sebagai 
seorang imam semakin riil. Karena berbagai alasan 
ilmiah, ia menyatakan ruju‟, yaitu meninggalkan 
beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di 
Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang 
baru (qaul jadid). 
d. Periode Pengembangan dan Pengayaan 
Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam 
Syafi‟i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid Imam 
Syafi‟i (thabaqat) yang telah mencapai derajat ijtihad 
dalam keilmuannya terus melakukan istinbath hukum 
untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada 
masa mereka. 
Mereka juga melakukan peninjauan kembali 
terhadap fatwa-fatwa imamnya. Dalil-dalil yang 
mendukung setiap fatwa mereka diperiksa kembali untuk 
menguatkan suatu hukum. Dalam setiap hal Imam 
Syafi‟i selalu memberikan dua atau lebih fatwa yang 
berbeda, kemudian mereka melakukan tarjih setelah 
menelusuri dalilnya masing-masing untuk mendapatkan 
pilihan terkuat. 
Mereka inilah yang kemudian memainkan peran 
penting dalam membela, melengkapi dan menyebarkan 
mazhab Syafi‟i, sehingga mereka dapat hidup 
berdampingan atau bersaing dengan mazhab-mazhab 
lainnya di hampir semua wilayah Islam. Selain ramai 
dengan kegiatan istinbath, kajian dan diskusi antar 
 sesamanya atau antara mereka dengan ulama dari 
mazhab lain, para ulama Syafi'iyah pada periode ini juga 
banyak menghasilkan karya tulis. 
Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan 
ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, risalah, 
ta‟liq, matan, mukhtashar, ataupun syarh, sesuai dengan 
metode penulisan yang berkembang pada masanya. 
Dengan demikian, semakin lama semakin kayalah 
mazhab tersebut dengan kitab-kitab.
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Di bawah ini adalah kitab-kitab fiqih mazhab 
Syafi'i yang penting, secara hirarki kitab-kitab tersebut 
antara lain: 
1) Al-Umm, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris 
(150-205 H) 
2) Mukhtasar, karya al-Muzani, Abi Ibrahim Ismail bin 
Yahya al-Muzani (264 H) 
3) Al-Muhadzab, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim 
bin Ali (476 H) 
4) Al-Mathlab fi Dirasat al-Mazhab, karya al-Juwaini, 
Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 
H) 
5) l-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz, karya al-Ghazali, 
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali 
(450-505 H) 
6) Al-Muharrar dan Fath al-Aziz, karya al-Rafi'i, Abi 
Qosim Abd. al-Karim bin Muhammad (623 H) 
7) Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, karya al-Nawawi, 
Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 
H) 
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 8) Raudhah al-Thalibin, karya al-Nawawi 9) Tuhfah al-
Muhtaj Syarah al-Minhaj, karya Ahmad bin 
Muhammad bin Ali (974 H) 
9) Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj, 
karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin 
Muhammad bin Ahmad (977 H) 
10) Nihayah al-Muhtaj Syarah al Minhaj, karya al-
Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin 
Ahmad bin Hamzah (1004 H)
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4. Pendidikan Imam Syafi’i 
Awalnya Imam syafi‟i belajar membaca Al-qur‟an, 
setelah dapat membaca dan menghafal Al-qur‟an dengan 
baik di usianya yang masih kecil kemudian  Imam Syafi‟i 
pindah ke suatu desa yang banyak di huni oleh orang-
orang Arab yaitu desa Huzail, dan di desa ini lah Imam 
Syafi‟i mendalami bahasa Arab beserta sastranbya. 
Setelah merasa cukup dan mengusai bahasa Arab Imam 
Syafi‟i pindah ke Mekkah untuk memperluas wawasan 
keIslamannya, yaitu mempelajari ilmu tafsir, fiqh dan 




Guru-guru Imam Syafi'i yang masyhur di antara 
lain di Mekah: Muslim ibn Khalid al-zanj?, Ismail ibn 
Qusthantein, Sofyan ibn Ujainah, Sa‟ad ibn Abi Salim al-
Qaddah, Daud ibn Abdurrahman al-Athar, Abdul Hamid 
ibn Abdul Azizi. Sebagai anak yang rajin dan tekun 
belajar, beliau dalam usia muda sudah menguasai ilmu-
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 ilmu yang diserap dari gurunya. Pada usia 20 tahun Imam 
Syafi'i belum puas dengan ilmu yang diperoleh di 
Mekkah, akhirnya dirinya memutuskan untuk pindah ke 
Madinah dan belajar dengan guru-guru terkemuka.  
Guru-guru Imam Syafi'i di Madinah di antaranya 
adalah: Ibrahim ibn Mas‟ud al-Anshari?, Abd Al-Aziz ibn 
Muhammad al-Darurd?, Ibrahim ibn Abi Yahya al-
As?m?, Muhammad ibn Sa‟ad, Abdullah ibn Nafi‟, dan 
imam M?lik ibn Anas, Karena kecerdasannya yang tinggi 
akhirnya ia diangkat sebagai asistennya Imam Malik. 
Setelah ia memperdalam ilmu agama di Madinah, ia 
melanjutkan perjalanannya ke Irak untuk belajar dan 
berdiskusi dengan para ulama yang berada di Irak di 
antaranya adalah: Wak?‟ ibn Jarrah, Humad ibn Usamah, 
Ismail ibn Ulyah, Abdul Wahab ibn Abdul Majid, 
Muhammad ibn Hasan, Qadhi ibn Yusuf. Ia berada di 
Irak kurang lebih selama dua tahun untuk mempelajari 
fiqh Hanafi. Setelah beliau banyak bergaul dan berdiskusi 
dengan para ulama, lalu ia kembali lagi ke Madinah dan 
bergabung kembali dengan kelompok pengajian Imam 
Malik selama lima tahun ia tinggal di Madinah, lalu ia 
mengembara ke negeri Yaman dan di kota itu ia diangkat 
sebagai kepala pemerintahan di Najran. Karena ia merasa 
tidak pantas dan tidak cocok menduduki jabatan tersebut 
lalu ia kembali lagi ke Mekkah dan tinggal di Mekkah 
selama tujuh belas tahun. Guru-guru Imam Syafi'i di 
Yaman di antaranya adalah: Mathrar ibn Mazir, Hisyam 
ibn Abi Yusuf Qadli Syam‟a, Umar ibn Abi Salamah 
(pembangun mazhab al-Auza‟, Yahya ibn Hasan. 
5. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mahar Jasa 
Batasan yang bisa dijadikan mahar menurut 
Mazhab Syafi‟i adalah beliau berpendapat bahwa semua 
 yang bisa dijadikan barang jualan bisa dijadikan mahar. 
Atau semua yang bisa dijadikan harga atau sewaan, bisa 
dijadikan mahar, meskipun jumlahnya sedikit. Yaitu 
semua barang yang dapat dihargakan, baik dalam bentuk 
tunai maupun utang, tunai maupun dengan tempo, yang 
berupa pekerjaan serta manfaat yang dapat diketahui. 
Seperti menggembala dombanya dalam tempo yang 
diketahui, menjahit bajunya, mengembalikan budaknya 
yang kabur dari tempat tertentu, melanyaninya dalam 
waktu yang diketahui, mengajarkan al-Qur‟an atau suatu 
syair yang diperbolehkan, atau sastra atau mengajarkan 
menulis atau suatu keterampilan tertentu, serta berbagai 
manfaat lainnya yang diperbolehkan.  
Berdasarkan Firman Allah SWT  dalam al-Qur‟an 




“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku 
dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan 
itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan 
atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang 
kita ucapkan." 
 
Dalam kitab Fiqh „ala mazhabil arba‟ah karangan 
Syeikh Abdurrahman al-Jaziri yaitu:
150
 
قإنا :  ُّخَِصٚ  ُقاَذَصنا ،ِخََعفُْ ًنِبث  ُحَذِعَبمنا َٔ   ُْىَْذُْ ِع  ٌّ ًأ  َّمُك بَي  َخَص  ًبُ ًَ َث 
ِٙف خٛعفبشنا 
 َخَص ،ًبلاَذَص  ُّخَِصَٛف  ٌْ أ  َ٘ َِشتَْشٚ  ًاساَد  ِخََعفُْ ًِث  ِّ ِضَْسأ  ِخَِّٛعاَسِضنا  ًحَّذُي 
،ًخَيُٕهْعَي كنزكف  ِعْٛ َجنا 
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  ِْكف َٔ  ِ  ُّمَُكف  ِم ًَ َع  ْشَْجِأتُْسٚ  َّْٛ َهَع  ٍْ ِي  ِىْٛ ِهَْعت آُشل ٌ ،ًبلاَذَص  ٍْ ًنا  ِخََعف  َِِزْ 
 ٌْ َأ  َمَعَْجت  ُخَِصٚ 
 ٌْ َأ ٌأ ٌٕكٚ ،ًبلاَذَص ب ًَ َك  ُخَِصٚ  َو ْٔ ُ َكٚ  َبٓن ،ٍخَيْذِخنِبث  ْٕ َن َٔ  ،ًاشَد  ََُِّّإف 
 ُخَِصٚ  َبٓن ،ًاساَد ٔأ 
ًٍَ َث  ًا.  ٌَ ْٕ َُكٚ 
 “Syafi‟iah berkata: sah maskawin atau mahar dengan 
hal-hal yang bermanfaat, dengan kaidah setiap hal yang 
dijadikan harga dalamjual beli maka bisa dijadikan 
maskawin atau mahar, maka sahmembeli rumah, 
mengambil manfaat dari bumi yang ditanami 
dalamwaktu tertentu, begitu juga boleh menjadikan 
manfaat tersebutsebagai maskawin. Setiap pekerjaan 
yang diupahkan atau membermanfaat seperti mengajari 
al-Qur‟an, Fiqh dan sebagainya, sepertimenenun, 
menjahit, atau dengan cara menjahitkan pakaiannya 
ataumembangunkan rumah, melayaninya wlaupun dia 
orang merdeka,maka semua itu sah dijadikan mahar 
atau maskawin sebagaimanaharga” 
 
Apabila akad perkawinan adalah akad berdasarkan 
manfaat maka boleh dengan mahar yang telah 
disebutkan, seperti sewa menyewa. Karena manfaat 
orang yang merdeka boleh diambil sebagai ganti darinya 
dalam sewa, maka boleh dijadikan mahar. Jika dia 
ceraikan istrinya sebelum sempat menggaulinya, dan 
sebelum terpenuhinya manfaat, maka dia harus 
memberikan setengah bayaran manfaat yang dia jadikan 
sebagai mahar si istri. 
C. Bentuk Mahar Jasa yang Sah menjadi Mahar 
Perkawinan 
Apabila seorang laki-laki benar-benar tidak mampu 
untuk memberikanmahar dalam bentuk materi (harta), 
maka ia bisa memberikan mahar dalambentuk non materi 
(bukan harta). Hendaknya sesuatu yang non 
 materitersebut memiliki manfaat yang kembali kepada si 
wanita. Mahar tidakmesti berupa uang atau harta benda, 
akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya.Untuk lebih 
jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan 
maskawin ataumahar: 
1. Semua pekerjaan yang dapat diupahkan. 
 Menurut Mazhab Syafi'i, pekerjaan yang dapat 
diupahkan, bolehjuga dijadikan mahar. Misalnya, 
mengajari membaca al-Qur'an, mengajari ilmu agama, 
bekerja di pabriknya, menggembalakan ternaknya, 
membantu membersihkan rumah, ladang atau yang 
lainnya. Pendapat Imam Syafi‟i dalam kitab al-Umm 
mengenai mahar berupajasa yaitu:
151
  
 “Imam asy-Syafi‟i berkata: Boleh bahwa wanita itu 
mengawini seorang laki-laki untuk menjahit 
kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah 
atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya 
suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-
Qur‟an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi 
wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan 
ini‛ 
Misalnya, seorang laki-laki berkata: "Saya terima 
pernikahan sayadengan putri bapak yang bernama Siti 
Maimunah dengan mas kawin akan mengajarkan 
membaca al-Qur'an kepadanya selama dua tahun, atau 
denganmas kawin mengurus ladang dan ternaknya 
selama dua bulan‛.Hal ini sebagaimana telah terjadi 
ketika Nabi Musa a.s. menikahisalah seorang putri Nabi 
Syu‟aib a.s., dengan maskawin bekerja selamadelapan 
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 tahun sebagaimana firman Allah, SWT dalam al-
Qur‟an surat al-Qashash ayat 27:152 
                 
                 
                  
       
“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang 
dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 
kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan 
kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 
orang yang baik." 
 
Dalil lain dibolehkannya kerja dijadikan sebagai 
shadaq (maskawin) adalah hadits berikut ini:
153
 
“Rasulullah SAW bersabda: Pergilah sesungguhnya 
saya telahmenikahkan kamu dengannya dengan apa 
ayat-ayat al-Qur'an yang kamuhafal.” 
Sebagian ulama menakwilkan kata bima ma'aka 
minal qur'an denganakan mengajarkan satu atau 
beberapa surat dari al-Qur'an. Mahar dalambentuk 
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 hafalan al-Qur‟an yang akan diajarkan oleh seorang 
laki-laki kepadaistrinya, sebagaimana dalam hadits di 
atas. Hal ini, sang suami akanmengajarkan hafalan al-
Qur‟an yang ia miliki (surat-surat tertentu yang ia 
hafal) kepada istrinya, sehingga sang istri yang tadinya 
belum mengetahuiatau menghafalnya akan menjadi 
tahu dan hafal. 
2. Membebaskan budak 
Menurut Imam Syafi'i, bahwa membebaskan 
budak dapat dijadikansebagai maskawin. Maksudnya, 
apabila seseorang hendak menikahi seorangwanita yang 
masih menjadi budak belian, kemudian ia 
membebaskannya dan menjadikan pembebasannya itu 
sebagai maskawinnya, maka boleh-bolehsaja. 
Kemerdekaan dari perbudakan merupakan manfaat 
teramat besar yangdiberikan kepada seseorang yang 
sebelumnya berstatus budak, sedangkanmenurut 
sebagian ulama lain, membebaskan budak tidak boleh 
dijadikansebagai maskawin.Dalil kelompok yang 
membolehkan adalah dalam sebuah haditsdikatakan 
bahwa Rasulullah SAW menikahi Shafiyyah dengan 
maskawinmembebaskannya dari budak belian menjadi 
seorang yang merdeka dandalam hadits tersebut tidak 
ada keterangan bahwa hal itu khusus untukRasulullah 
SAW, karena tidak ada keterangan kekhususan itulah, 
maka iaberarti berlaku dan diperbolehkan juga untuk 




“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟id 
telahmenceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit 
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 dan Su‟aib bin Habhadari Anas bin Malik bahwa 
Rasulullah SAW telah memerdekakan Shofiyah dan 
menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya 
(waktukemudian mengawininya).” 
Sedangkan yang menolak mengatakan bahwa 
hadits di atas adalah khusus untuk Rasulullah SAW 
saja, artinya maskawin dengan membebaskanbudak itu 
hanya diperbolehkan untuk Rasulullah SAW saja dan 
tidak yanglainnya. 
3. Masuk Islam. 
Masuk Islamnya seseorang boleh dijadikan 




 ٔ دشٚ خذهط بثا بٚ كهثي بي الله ٔ تنبمف ىٛهس وا خذهط ٕثا تطخ لبل سَا ٍع
 ٘شٓي كنزف ىهست ٌإف كجٔضتا ٌا ٙن مذٚ ل ٔ خًهسي حأشيا بَ ٔ شفبكهجس كُكن
ٙئبسُنا ِأس( بْشٓي كنر ٌبكف ىهسأفْشٛغ كهئسأ ل ٔ 
Dari Anas, dia berkata, Abu Thalhah telah melamar 
Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab: 
Demi Allah, tidaklah seorang laki-lakisepertimu itu 
pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki 
kafirsedang saya seorang muslim, dan tidak halal bagi 
saya menikahdenganmu. Jika kamu masuk Islam, maka 
itu adalah mahar untukku dansaya tidak meminta 
kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk Islam danitu 
sebagai maharnya.‛  
 
Ulama yang tidak membolehkan masuk 
Islamnya seseorang dijadikann mas kawin adalah Ibnu 
Hazm. Ibnu Hazm memberikan catatan pentinguntuk 
hadits di atas dengan mengatakan: Pertama, kejadian 
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 dalamhadits di atas terjadi beberapa saat sebelum hijrah 
ke Madinah, karena AbuThalhah termasuk sahabat 
Rasulullah SAW dari golongan Anshar yangmasuk 
Islam paling awal. Dan pada saat itu, belum ada 
kewajiban maharbagi wanita yang hendak dinikahi. 
Kedua, dalam hadits di atas juga tidak 
disebutkan bahwa kejadian itudiketahui oleh Rasulullah 
SAW, karena tidak diketahui oleh RasulullahSAW, 
maka posisinya tidak mempunyai ketetapan hukum. 
Rasulullah SAWtidak mengiyakannya juga tidak 
melarangnya, karena tidak ada kepastianhukum itulah, 
maka ia harus dikembalikan kepada asalnya, bahwa ia 
tidak dapat dijadikan sebagai mas kawin.
156
 
Manfaat yang setidak-tidaknya didapatkan oleh 
Ummu Sulaim darimasuk Islamnya Abu Thalhah 
adalah pahala besar yang diberikan oleh Allah, SWT 
kepadanya karena ia telah mampu mengIslamkan 
seseorang yang sebelumnya kafir. Sebuah riwayat 
disebutkan bahwa pahalanya lebih besar dari 
padaseekor unta merah (yang ketika itu amat mahal 
harganya). Belum lagimanfaat-manfaat lainnya yang 
bisa dirasakan oleh Ummu Sulaim. IbnuQayyim 
mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim. Dia 
lebih memilihkeIslaman Abu Thalhah yang bermanfaat 
baginya dan menyerahkan dirinyakepada Abu Thalhah 
jika Abu Thalhah masuk Islam. Ini yang lebih 
disukaiUmmu Sulaim dari pada harta yang diserahkan 
oleh suami. Pada dasarnya, mahar ditetapkan sebagai 
hak perempuan agar dapat dimanfaatkannya.Begitu dia 
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 ridha menerima ilmu, agama, keIslaman suami, dan 
bacaan al-Qur‟annya, maka hal tersebut merupakan 
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 BAB IV 
MAHAR JASA DALAM MAZHAB HANAFI DAN 
SYAFI’I 
 
A. Mahar jasa dalam pandangan Mazhab Hanafiah dan 
Mazhab Syafi’i 
Rasulullah, SAW berkata kepada umatnya agar 
memuliakan wanita, dan dalam perkawinan dengan cara 
memberi mahar, mahar adalah salah satu kewajiban dan 
merupakan syarat sah dalam perkawinan yang harus 
dipikul oleh calon suami yang akan menikahi calon istri 
sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup 
bersama sebagai suami istri. Seperti halnya mahar yang 
di berilan oleh nabi Musa ketika menikahi putrinya Nabi 
Syuaib berupa jasa menggembalakan kambing selama 
delapan tahun. Begitu juga ketika Nabi Muhammad saw 
menikahi Safiyyah dengan maskawin membebaskan 
Safiyyah dari status budak dan saat Nabi Muhammad 
saw menikahkan seseorang dengan hafalan al-Qur‟an 
pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi baik 
berupa uang ataupun bentuk barang-barang berharga 
lainnya. Syari‟at Islam memungkinkan maskawin itu 
dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun 
hanya lantunan ayatsuci al-Quran yang dihafal oleh 
mempelai laki-laki. 
Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk 
menuntut mahardari kaum laki-laki yang akan 
menikahinya yang dia kehendaki, tetapi Islam 
memberikan motivasi bahwa wanita yang paling berkah 
adalah wanita yang paling ringan maskawinnya. Seorang 
merdeka sah menikah dengan seorang wanita dengan 
melayaninya dengan waktu tertentu, atau dengan mahar 
 mendatangkan pelayan merdeka untuk melayani 
mempelai wanita dengan waktu tertentu, lebih-lebih jika 
yang didatangkan adalah pelayan hamba sahaya. Sah 
dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti menjahit 
pakaian tertentu baik iasendiri atau orang lain yang 
menjahitnya, jika pakaian itu rusak sebelum dijahit maka 
mempelai laki-laki wajib membayar setengah harga 
upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak sebelum 
berhubungan suami istri. 
Abu Hanifah dari mazhab Hanafi, berpendapat 
bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad 
nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar 
mengajarkan al-Qur‟an atau melayani istri menurut 
Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab 
Syarh Fathul Qadir yaitu: 
 “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar 
akan melayani istri 1 tahun atau mengajarinya al-
Qur‟an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. 
Pendapat hukum mengajarkan al-Qur‟an sebagai 
mahar menurutImam Kamaluddin bin al-Humam al-
Hanafi dengan mengutip Imam AbuHanifah yaitu bahwa 
mengajarkan al-Qur‟an sebagai mahar adalah fasad 
(rusak) dan harus mengganti mahar mitsil. Alasan 
hukumnya terdapat dalam kitab Syarh Fathul Qadir 
karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut: 
”Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli 
diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu 
yang paling adil, dan kalaupun ada yang mengadakan 
perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu 
dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar 
musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak 
karena tidak jelas.” 
  
Dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi 
dalammengajarkan al-Qur‟an sebagai mahar diganti 
dengan mahar mitsil adalah dalam firman Allah Surat An 
Nisa‟ ayat 24 yang artinya yaitu: 
 “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah 
telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas 
kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian 
(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk 
dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang 
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, 
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 
sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah 
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah 
saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” 
 
Fungsi kata bi pada kalimat bi amwalikum dalam 
ayat inimenunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan 
manfaat dengan jalanmengganti, yaitu dengan membayar 
mahar. 
Sedangkan Imam Syafi‟i dari madzab Syafi‟iah 
berpendapat, bahwa mahar adalah sesuatu (bisa harta 
maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada 
istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. 
Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang 
dijadikan mahar itu bernilai, berharga atau bermanfaat, 
maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas 
bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) 
diperbolehkan. Pendapat Imam Syafi‟i tentang kebolehan 
 perempuan mengawinilaki-laki dengan mahar lelaki itu 
menjahit kepadanya pakaian ataumembangun baginya 
rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki 
ituberbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan 
al-Qur‟an, dalamkitabnya al-Umm yaitu: 
“Imam asy-Syafi‟i berkata: Boleh bahwa wanita itu 
mengawiniseorang laki-laki untuk menjahit kepadanya 
pakaian ataumembangun baginya rumah atau melayani 
sebulan atau lelaki ituberbuat baginya suatu perbuatan 
apa saja atau ia mengajarkan al-Qur‟an yang 
disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita ituseorang 
budak dan yang serupa dengan ini‛. 
Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam Syafi‟i 
membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, 
membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan 
al-Qur‟an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. 
Menurut Imam Syafi‟i, setiap manfaat yang dimiliki dan 
halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan 
pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang 
sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar. 
Menurut analisis penulis, bahwa dari pendapat-
pendapat ulama diatas dan dari pembahasan pada bab-
bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi jasa bukan materi, 
mahar dengan mengajarkan al-Qur‟an, masuk Islam, 
memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama 
yang lain dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di 
samping banyak mendatangkan manfaat, menikah 
dengan mahar tersebut mendatangkan pahala tersendiri 
bagi suami atau istrinya, yang demikian ini, jauh lebih 
mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai 
jutaan. Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang 
mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. 
 Jika di ukur dengan materi, maka tidak bisa 
disepadankan nilainya, yang terpenting kedua belah 
pihak sepakat atas dasar sukarela, sehingga boleh saja 
memberikan mahar materi berupa harta atau mahar selain 
bentuk benda-benda yang kongkrit seperti materi berupa 
jasa atau manfaat. 
B. Faktor Penyebab Perbedaan Pandangan Tentang 
Mahar Jasa Antara Mazhab Hanafiah dan Mazhab 
Syafi’i 
Adanya perbedaan pendapat ijtihad ini tidak lepas 
dalam hal pemahaman dan penerimaan hadits yang 
diterima oleh keduanya. Pada masa Imam Abu Hanifah, 
beliau menerapkan syarat-syarat yang ketat dalam 
penerimaan hadits Ahad hal ini disebabkan oleh faktor 
sosial terjadinya fitnah dimasanya di Kufah banyak kaum 
Khawarij, Syia‟h, lalu gejolak pemberontakan 
perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani 
Abbasiyyah. Sehingga hadits yang diriwayatkan oleh 
Sahl bin Sa‟ad as-Saidy tentang minimal mahar di tolak 
oleh beliau karena tidak memenuhi syarat yang beliau 
tetapkan. 
Faktor-faktor yang menyebabkan yang menjadikan 
Imam Abu Hanifah menolak hadits yang diriwayatkan 
oleh Sahl bin Sa‟ad as-Sa‟idiy adalah: Pertama, menurut 
Abu Hanifah hadits tersebut secara keumumam 
menyalahi hal-hal yang umum atau yang dzahir yang ada 
dalam al-Qur‟an. Sehingga oleh berbagai sebab itu Imam 
Abu Hanifah tetap berpegang pada ijtihadnya bi ( ة ) 
pada kalimat bi amwalikum ( ة  َأ  َٕ ْي ل  ْىُك ) dalam Q.S An-
Nisa: 24 menunjukkan hak untuk mendapatkan manfaat 
dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar. 
Sementara Imam Syafi‟I yang lahir setelah wafatnya 
 Imam Abu Hanifah 150 H mempunyai pandangan 
berbeda dengan Imam Abu Hanifah tentang minimal 
mahar. Jika Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat 
bahwa minimal mahar adalah 10 dirham sebagaimana 
didasarkan hadits dari riwayat Jabir bin Abdullah ra, 
maka Imam Syafi‟i mempunyai pendapat setiap sesuatu 
yang halal dan dapat dijual atau disewakan maka dapat 
dijadikan mahar, akan tetapi jika sesuatu itu adalah 
termasuk yang diharamkan maka tidak bisa dijadikan 
mahar. Sehingga dalam kitab Al-Umm kita dapat 
menemukan fatwa Imam Syafi‟i membolehkan 
memberikan mahar berupa pengajaran al-Qur‟an. 
Adanya perbedaaan hasil ijtihad adalah menurut analisis 
penulis karena hadits riwayat Sahl bin Sa‟ad as-Sa‟idiy 
pada masa Abu Hanifah tidak jelas sanadnya. Sedangkan 
pada masa Imam Abu Hanifah bisa dianggap sanadnya 
shahih bisa dilihatkarena hadits yang diterima oleh Imam 
Syafi‟i dari gurunya Imam Malik. 
Hubungan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan 
Imam Syafi‟i tentang mahar berupa hafalan al-Qur‟an 
dengan kasus pernikahan yang terjadi di Luwuk. Seorang 
suami secara Mazhab adalah Hanafi namun dalam 
pernikahannya memilih untuk memberikan mahar berupa 
hafalan al-Qur‟an sedangkan Imam Abu Hanifah imam 
dari Mazhab Hanafiyyah tidak membolehkan dan secara 
keadaan suami tersebut adalah seorang yang mampu 
dalam hal materi. Mahar yang diberikan bukanlah 
pengajaran sebagaimana pendapat Imam Syafi‟I 
melainkan adalah memberikan hafalan.  
Maka disini penulis melihat adanya talfiq 
(menggabungkan suatu pendapat fiqh) yang dilakukan 
oleh suami tersebut dalam pemberian mahar 
 pernikahannya. Talfiq adalah suatu ikhtilaf di kalangan 
ulama bahwa ada yang membolehkan dan ada yang tidak 
membolehkan. Seperti Imam Ghazali yang berMazhab 
Syafi‟i tidak membolehkan karena menurut beliau talfiq 
condong mengikuti hawa nafsu sementara syari‟at datang 
untuk mengekang hawa nafsu. Kemudian Imam 
Kamaluddin yang bermazhab Hanafi yang secara lantang 
membolehkan adanya talfiq. Akan tetapi talfiq yang 
dilakukan oleh si suami merupakan pemberian mahar 
berupa hafalan al-Qur‟an akan menimbulkan masalah 
dalam mahar tersebut yang mengakibatkan maharnya 
terhukum fasad. Karena maksud Imam Syafi‟i adalah 














   
 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Mahar Jasa menurut Mazhab Hanafi tidak 
diperbolehkan dengan alasan mahar harus berupa 
benda yang berwujud serta mahar dimaknai sebagai 
sesuatu yang harus diberikan secara nyata atau 
konkrit. Berbeda dengan Mazhab Syafi‟i bahwa mahar 
boleh saja dalam bentuk jasa asalkan jelas pada saat 
akad. 
2. Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan 
pandangan tentang mahar jasa antara Mazhab Hanafi 
dan Mazhab Syafi‟i disebakan adanya perbedaan 
pemahaman tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahl 
bin sa‟ad as saidy, dimana mazhab Hanafi menolak 
hadis tersebut. Selain itu berkaitan dengan jumblah 
minimal mahar yang harus diberikan suami kepada 
istri menurut mazhab Hanafi minimal mahar yang 
harus di berikan sebesar 10 dirham. Sedangkan 
menurut mazhab Syafi‟i untuk jumblah tidak ada batas 
minimal yang terpenting baginya adalah tidak 
memberatkan salah satu pihak, selain itu Mazhab 
Syafi‟i berkenaan dengan jenis mahar bukan hanya 
dalam bentu materi yang non materi saja tidak 
masalah yang terpenting  setiap mahar itu harus halal 
dan dapat di manfaatkan dan di jual atau di sewakan 




 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, 
kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pendapat Mazhab Syafi‟i tentang Mahar sangat 
relevan dengan kehidupan di Indonesia  termasuk  
era modern saat ini sebab mahar berupa Jasa 
mencerminkan Islam itu memberi kemudahan dalam 
memenuhi syarat sah perkawinan. 
2. Kepada para intelektual hendanya memahami lebih 
jauh berkenaan dengan mahar dilihat dari aspek 
yang lainnya bukan hanya dua imam mazhab 
melainkan bisa dibandingkan dengan tokoh 
kontemporer saat ini  yang tumbuh dan berkembang 
seperti saat ini khususnya di  Indonesia manakah 
pendapat yang paling di ikuti oleh masyarakat sebab 
mahar itu sendiri menganjurkan adanya 
kesederhanaan sebab perkawinan sarana umat Islam 
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